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 Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan hukum pidana 
ketentuan minimum yang terdapat dalam UUPTPK dan pertimbangan 
hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan di bawah ketentuan 
minimum dalam perkara dengan nomor putusan: 
36/Pid.Sus//TPK/2014/PN.Jkt.Pst. 
Lahirnya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana 
diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan 
atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi memuat beberapa ketentuan yang berbeda dari 
UU lainnya seperti salah satunya yaitu adanya ancaman pidana minimum 
khusus. Pemberian ancaman pidana minimum khusus dalam UUPTPK 
adalah untuk memberikan efek jera kepada koruptor dan mencegah 
potensi terjadinya korupsi, oleh karena itu perimbangan Hakim dalam 
penjatuhkan putusan seyogyannya berpedoman dari ketentuan yang 
sudah di atur di dalam UUPTPK yang sudah memberikan ketentuan 
acaman pidana minimum khusus dalam pelaku tindak pidana korupsi. 
Penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh Hakim dalam 
beberapa kasus terenya telah menyimpangi ketentuan minimum khusus 
yang terdapat dalam UUPTPK. Hal ini terjadi dalam kasus yang 
melibatkan Hendra Saputra selaku Direktur PT. Imaji Media yang didakwa 
melanggar Pasal 2 UUPTPK dengan ancaman Pindana Minimal 4 tahun, 
namun oleh hakim dijatuhkan putusan hanya 1 tahun dan 6 bulan yang 
mana putusan tersebut telah menyimpangi ketentuan minimum dalam 


















Juridical Review The Application Of Criminal Sanctions By Judges 
Under The Provisions Of The Minimum In Criminal Acts Of 
Corruption (A Case Study Of Ruling Number 
36/Pid.Sus//TPK/2014/PN.Jkt,Pst.) under the guidance of SLAMET 
SAMPURNO (as supervisor 1) and ABD. ASIS (as supervising 2). 
This research aims to know the application of criminal law 
provisions contained in the minimum UUPTPK and consideration of the 
law by judges in meting out the verdict under the provisions of the 
minimum in the case with the verdict: 36/Pid. Sus//TPK/2014/PN.Jkt.Pst. 
The birth of Act No. 31 of 1999, as amended by Act No. 20 of 2001 
about a change in the law number 31 of 1999 On the eradication of 
Corruption criminal act contains several provisions that differ from the 
other ACT like one of them, namely the existence of a specific minimum 
criminal threats. Granting special minimum criminal threats in UUPTPK is 
to provide a deterrent effect to the corruptor and prevent potential 
corruption, therefore judges in meting out the verdict should be guided 
from the provisions which were already set up in the UUPTPK has given 
the provisions of minimum criminal threats in particular offender criminal 
acts of corruption. 
The application of criminal sanctions that are done by the judge in 
some cases turns out to be not in accordance with specific minimum 
contained in UUPTPK. This happens in cases involving Hendra Saputra 
as Director of PT. Imaji Media was charged of violating article 2 UUPTPK 
of criminal threat with a minimum of 4 years, but by the judge dropped the 
verdict only 1 year and 6 months in which the verdict is not in accordance 
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A. Latar Belakang Masalah 
Korupsi merupakan suatu fenomena sosial mengenai perilaku 
manusia yang menyimpang dan merupakan ancaman bagi masyarakat 
dan negara. Oleh karena itu, korupsi dianggap sebagai musuh bersama 
bagi setiap masyarakat karena telah mengancam pemerintahan serta 
pembangunan suatu bangsa. Kesejahteraan rakyat direbut melauli 
perbuatan-perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh sekelompok 
pihak yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan posisi dan 
kewenangannya.  
Korupsi mempunyai segi-segi menguntungkan bagi yang 
berkuasa, bukan saja sebagai sarana untuk mengembungkan kantong 
tetapi juga sebagai mekanisme bagi penyelesaian politik, membina 
jalinan relasi dan bahkan partisipasi politik.1 Korupsi pada dasarnya 
menguntungkan beberapa pihak tertentu dalam kekuasaan yang 
membuat korupsi menjadi masalah yang sulit diselesaikan. Korupsi 
menjadi pola hidup suatu kelompok masyarakat yang memakai uang 
sebagai sumber kekuatan dalam mendapatkan kebenaran dan 
kekuasaan. Sebagai konsekuensi hal tersebut, koruptor mendapat 
                                                          
1 Robert Klitgaard, 1988, Membasmi Korupsi, Diterjemahkan oleh Hermojo, 2005,  
Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,  hlm. 3. 
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posisi yang strategis dan menjadi golongan yang dihormati dalam 
struktur sosial masyarakat. 
Agar tercapainya tujuan pembangunan nasional serta 
peningkatan kesejahteraan masyarakat, usaha pemberantasan korupsi 
harus ditingkatkan dan diintensifkan. Semangat pemberantasan korupsi 
harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang ada. Pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
NKRI 1945) menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia 
adalah negara hukum, pengertian negara hukum sesungguhnya 
mengandung makna bahwa suatu negara menganut ajaran dan prinsip-
prinsip supremasi hukum dimana hukum dijunjung tinggi sebagai 
pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip 
kehidupan berbangsa dan bernegara.2 
Upaya untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik (good 
governance) dalam kerangka pengimplementasian kehendak rakyat 
seperti dimaksudkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(selanjutnya disingkat Tap MPR) Nomor XI/MPR/19983, secara normatif 
ditempuh kebijakan untuk membentuk berbagai peraturan perundang-
undangan, yang diawali dengan pembentukan Undang-Undang 
(selanjutnya disingkat UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
                                                          
2 Darmoko Yuti Witanto, 2013, Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan 
Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana, ALFABETA, Bandung, hlm. 1.  
3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 




Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi Kolusi, dan 
Nepotisme. Selanjutnya diundangkan pula UU Nomor 31 Tahun 1999 
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UUPTPK), maka pada 27 
Desember 2002 diundangkanlah UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.4 
Kebijakan perundang-undangan tersebut di atas secara politis 
pada akhirnya dapat ditempatkan dalam kerangka upaya untuk 
memberantas tindak pidana korupsi. Dalam konteks itu pula, undang-
undang korupsi memiliki kedudukan sebagai peraturan yang akan 
memayungi (umbrella regulation) terhadap undang-undang yang lain 
dalam upaya menciptakan ”good governance”.5 Namun, lahirnya 
berbagai peraturan tersebut tidak serta merta menyelesaikan masalah 
korupsi yang terjadi selama ini. Efektifitas pelaksanaan menjadi faktor 
penting dalam menentukan terwujudnya pemerintahan yang bersih dari 
korupsi. Pengimplementasian perundang-undangan yang telah ada 
menjadi permasalahan tersendiri karena  peraturan perundang-
undangan tidak akan berarti jika tidak dapat dilaksanakan dalam 
kenyataan. 
Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar 
biasa (extraordinary crime) yang terjadi secara sitematik dan merugikan 
                                                          
4 H. Helwi Danil, 2014, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya, PT 
Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 44. 
5 Ibid., hlm. 45. 
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masyarakat secara luas. Oleh karena tindak pidana korupsi 
digolongkan sebagai extraordinary crime maka penanganannya pun 
harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Dalam rangka 
mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas 
tindak pidana korupsi, UUPTPK memuat ketentuan pidana yang 
berbeda dengan uu Iainnya, yaitu menentukan ancaman pidana 
minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana 
mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu uu ini memuat 
juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat 
membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. 
Salah satu penanganan khusus terhadap tindak pidana korupsi 
yang diatur dalam UUPTPK adalah adanya ancaman minimum khusus. 
Ancaman pidana ini menentukan batas minimum terhadap penjatuhan 
pidana terhadap terdakwa kor upsi. Undang-undang Tipikor mengatur 
11 jenis tindak pidana korupsi yaitu mulai dari Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, 
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, pasal 12, dan 
Pasal 12B yang dirumuskan dalam bentuk delik formil dengan ancaman 
pidana minimal berbeda-beda mulai dari ancaman pidana minimal 1 
(satu) tahun sampai dengan minimal 4 (empat) tahun.6 
Adanya ancaman pidana minimum dalam undang-undang 
meinimbulkan konsekuensi bahwa penjatuhan pidana terhadap kasus 
korupsi yang telah memenuhi unsur tidak boleh di bawah ketentuan 
                                                          




yang telah ada. Namun kenyataannya dalam menjatuhkan putusan 
pidananya hakim ternyata masih menjatuhkan putusan di bawah 
ketentuan minimum dari ketentuan yang ada. Hal ini terlihat dari salah 
satu kasus yang terjadi terhadap terdakwa Hendra Saputra.  
Hendra Saputra merupakan Office Boy yang diangkat menjadi 
Direktur PT. Imaji Media oleh Reifan Afrian untuk mengikuti lelang 
pengadaan videotron pada Gedung Kementrian Koperasi dan Usaha 
Kecil Menengah RI tahun 2012. Smua kegiatan mulai dari pendaftaran 
peserta lelang yang dilakukan terdakwa adalah skenario dari Reifan 
Afrian dan terdakwa yang merupakan tamatan SMA hanya mengikuti 
apa yang diinstruksikan oleh Reifan. Alasan kemudian terdakwa mau 
mengikuti instrusi tersebut adalah karena Reifan merupakan atasan 
terdakwa dan terdakwa diancam akan kehilangan pekerjaannya. 
Majelis Hakim memandang bahwa sebenarnya terdakwa adalah alat 
yang digunakan oleh saksi Riefan Avrian dalam memenuhi niatnya 
untuk mengikuti dan memenangkan pekerjaan pengadaan Videotron 
pada Gedung Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI 
tahun 2012, sehingga Terdakwa Hendra Saputra adalah korban atas 
rekayasa yang diskenariokan oleh saksi Riefan Avrian. 
Dalam kasus tersebut terdakwa dinyatakan terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 2 
ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentag Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas 
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UU No. 31 tahun 1999.7 Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentag 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi:8  
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau 
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 
20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 
Terhadap Hendra Saputra majelis hakim menjatuhkan pidana 
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan 
dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah 
supaya terdakwa tetap di Rutan.  Penjatuhan pidana ini tentu sangat 
bertentangan dengan ketentuan minimum yang telah diatur dalam 
Undang-undang. Ketentuan minimum dari pasal yang dikenakan 
kepada terdakwa adalah minimum penjara selama 4 (empat) tahun 
namun ternyata Majelis Hakim memutus dengan menjatuhkan pidana 
penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.  
Perbedaan antara pelaksanaan putusan dengan ketentuan yang 
seharusnya inilah yang menjadi landasan penulis untuk mengangkat 
tulisan mengenai penjatuhan pidana ole hakim di bawah ketentuan 
minimum. Bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah sesuai 
dengan ketentuan uu, dalam arti hakim terikat dengan batas minimum 
                                                          
7 Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 
36/Pid.Sus/TPK/2014/PN/Jkt.Pst. 
8 Loc.Cit.  
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dan batas maksimum sehingga hakim dapat dikatakan menegakkan 
undang-undang dengan tepat. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat 
dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana di bawah ancaman 
minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi? 
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim 
untuk menerapkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum 
dalam putusan perkara No. 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.? 
C. Tujuan Penulisan 
Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana di bawah ancaman 
minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi. 
2. Untuk   mengetahui faktor-faktor  yang  menjadi dasar 
pertimbangan   hakim   untuk menerapkan sanksi    pidana di 
bawah ketentuan minimum dalam putusan perkara No. 
36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. 
D. Manfaat Penulisan 
1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang 
banyak guna pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan ilmu 
hukum khususnya dibidang hukum pidana. 
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2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi 
praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan 
bertindak bagi aparat penegak hukum khususnya, hakim dalam 
menerapkan hukum berdasarkan penjatuhan pidana minimum 
khusus dalam tindak pidana korupsi guna mewujudkan keadilan, 





A. Tindak Pidana Korupsi 
1. Pengertian Korupsi dan Pegaturannya 
Istilah korupsi pertama kali digunakan di dalam Peraturan 
Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957, sehingga korupsi 
menjadi suatu istilah hukum. Penggunaan korupsi dalam 
peraturan tersebut terdapat pada bagian konsiderannya, yang 
antara lain menyebutkan, bahwa perbuatan-perbuatan yang 
merugikan keuangan negara dan perekonomian negara yang 
oleh khalayak ramai dinamakan korupsi.9 
Menurut Fockema Andrea10 kata korupsi berasal dari bahasa 
latin corruptio atau corruptus. Selanjutnya disebutkan bahwa 
corruptio itu berasal pula dari kata asal corrumpere, suatu kata 
latin yang lebih tua, dari bahasa latin itulah turun  ke banyak 
bahasa Eropa, seperti Inggris, yaitu corruption, corrupt; Prancis, 
yaitu corruption; dan Belanda, yaitu corruptie (korruptie). Dari 
bahasa belanda inilah turun ke Bahasa Indonesia, yaitu 
“korupsi”. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan atau 
                                                          
9 Elwi Danil, Op. Cit., hlm. 5 
10 Jawade Hafidz Arsyad, 2013, Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi 
Negara), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3. 
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penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, 
dsb) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.  
Korupsi terjadi dimana terdapat monopoli atas kekuasaan 
dan diskresi (hak untuk melakukan penyimpangan kepada suatu 
kebijakan), tetapi dalam kondisi tidak adanya akuntabilitas. 
Dalam arti sempit, korupsi berarti pengabaian standar perilaku 
tertentu oleh pihak yang berwenang demi memenuhi 
kepentingan diri sendiri.11 
Meskipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(selanjutnya disingkat KUHP) tidak ditemui adanya penggunaan 
terminologi korupsi secara tegas  dalam rumusan delik, namun 
terdapat bebrapa ketentuan yang dapat ditangkap dan dipahami 
esensinya sebagai rumusan tindak pidana korupsi. Ketentuan-
ketentuan tindak pidana korupsi dalam KUHP ditemui 
pengaturannya secara terpisah di beberapa pasal pada tiga 
bab, yaitu:12 
a. Bab VIII menyangkut kejahatan terhadap penguasa umum, 
yakni pada Pasal 209, 210 KUHP. 
b. Bab XXI tentang perbuatan curang, yakni pada Pasal 387 
dan Pasal 388 KUHP. 
                                                          
11 Ibid., hlm. 5-6. 
12 Elwi Danil, Op. Cit., hlm. 26. 
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c. Bab XXVIII tentang kejahatan jabatan, yakni pada Pasal-
pasal 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 
KUHP. 
Rumusan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di 
dalam KUHP, dapat dikelompokkan atas empat kelompok tindak 
pidana (delik), yaitu:13 
a. Kelompok tindak pidana penyuapan; yang terdiri dari Pasal-
pasal 209, 210, 418, dan Pasal 420 KUHP; 
b. Kelompok tindak pidana penggelapan; yang terdiri dari 
Pasal-pasal 415, 416, dan Pasal 417 KUHP; 
c. Kelompok tindak pidana kerakusan (knevelarij atau 
extortion); yang terdiri dari Pasal 423 dan Pasal 425  KUHP; 
d. Kelompok tindak pidana yang berkaitan dengan 
pemborongan, leveransir, dan rekanan; yang terdiri dari 
Pasal 387, Pasal 388, dan Pasal 435 KUHP. 
Peraturan Penguasa Perang Angkatan Darat Nomor 
Prt./Peperpu/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan 
Pemerikasaan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda juga 
merumuskan perbuatan korupsi yang termuat dalam Pasal 2 
sebagai berikut:14 
                                                          
13 Ibid. 
14 Brda Nawawi Arief, 2013, Perkembangan Peraturan Tindak Pidana Korupsi Di 
Indonesia, Bahan-1 Pelatihan Hakim Militer, Surabaya, diakses dari 
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a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan 
suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri 
atau orang lain atau suatau badan yang secara langsung 
atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian 
negara atau daerah, atau merugikan suatu badan yang 
menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau 
badan hukum lain yang mempergunakan kelonggaran-
kelonggaran dari masyarakat; 
b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan  
suatu kejahatan atau pelanggaran, memperkaya diri sendiri 
taua orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan 
menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.  
c. Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 41 samapai 50 
Peraturan Penguasa Perang Pusat dan dalam Pasal-pasal 
209, 210, 418, 419, dan 420 KUHP. 
Rumusan mengenai tindak pidana korupsi juga diatur dalam 
Pasal 1 Undang-undang No. 24 Tahun 1960, yaitu:15 
a. tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan 
suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri 
atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau 
tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian 
                                                                                                                                                               
ttp://www.pkh.komisiyudisial.go.id/en/files/Materi/MIL01/MIL_BARDA_TPP.pdf [28 
Desember 2015] 
15 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan 
Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. 
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Negara atau Daerah atau merugikan keuangan suatu badan 
yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah 
atau badan hukum lain yang mempergunakan modal 
kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat; 
b. perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan 
suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri 
atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan 
menyalah-gunakan jabatan dan kedudukan; 
c. kejahatan-kejahatan tercantum dalam pasal 17 sampai pasal 
21 peraturan ini dan dalam pasal-pasal 209, 210, 415, 416, 
417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana. 
Undang-undang No. 3 tahun 1971 memformulasikan tindak 
pidana korupsi dalam Pasal 1 Ayat (1) sebagai berikut:16 
a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, 
yang secara langsung atau tidak langsung merugikan 
keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau 
diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan 
tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara; 
                                                          




b. barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau 
tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara; 
c. barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal-
pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 
dan 435 K.U.H.P.; 
d. barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai 
negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat 
sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat 
pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi 
hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau 
kedudukan itu; 
e. barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang 
sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji 
yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam 
Pasal-pasal 418, 419 dan 420 K.U.H.P. tidak melaporkan 
pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib. 
Samapai hari ini tercatat paling sedidkit ada tujuh undang-
undang khusus yang secara normatif masih berlaku, dan dapat 
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didayagunakan untuk mencegah dan memberantas tindak 
pidana korupsi. Undang-undang tersebut meliputi:17 
1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 
Tahun 2001. 
2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 
4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 
5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang. 
6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dna Korban. 
7) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Pengesahan United Nations Conventions Againts 
Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa Anti Korupsi, 2003). 
                                                          
17 Elwi Danil, Op. Cit., hlm. 58. 
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2. Modus Operandi Korupsi 
Menurut Alfitria,18 secara umum munculnya perbuatan 
korupsi didorong oleh dua motivasi. Pertama, motivasi intiristik, 
yaitu adanya dorongan untuk memperoleh untuk memperoleh 
kepuasan yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi. Dalam hal ini, 
pelaku merasa mendapatkan kepuasan dan kenyamanan 
tersendiri ketika berhasil melakukannya. Pada tahap selanjutnya 
korupsi menjadi gaya hidup, kebiasaan, dan tradisi/budaya yang 
lumrah. Kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan korupsi dari 
luar diri pelaku yang tidak menjadi bagian melekat dari pelaku 
itu sendiri. Motivasi kedua ini misalnya karena alasan ekonomi, 
ambisi untuk mencapai suatu jabatan tertentu, atau obsesi 
untuk meningkatkan taraf hidup atau karier jabatan melalui jalan 
pintas. 
Secara agak rinci terjadinya korupsi disebabkan oleh tiga 
hal: 19  
a. Pertama, corruption by greed (keserakahan). Korupsi ini 
terjadi pada orang yang sebenarnya tidak butuh, tidak 
mendesak secara ekonomi, bahkan mungkin sudah kaya. 
Jabatan tinggi, gaji besar, rumah mewah, popularitas 
menanjak tetapi kekuasaan yang tidak terbendung 
menyebabkannya terlibat praktik korupsi.  
                                                          
18 Alfitra, 2014, Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP, Raih Asa Sukses, 
Jakarta, hlm. 7.  
19 Ibid., hlm. 7-8. 
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b. Kedua, corruption by need (kebutuhan) korupsi yang 
dilakukan karena keterdesakan dalam pemenuhan 
kebutuhan hidup (basic needs).  
c. Ketiga, corruption by chance (adanya peluang). Korupsi ini 
dilakukan karena adanya peluang yang besar untuk 
melakukan korupsi, peluang untuk cepat kaya melalui jalan 
pintas, peluang cepat naik jabatan secara instan, biasanya 
ini didukung oleh lemahnya sistem organisasi, rendahnya 
akuntabilitas publik, longgarnya pengawasan masyarakat, 
dan keroposnya penegakan hukum yang diperparah dengan 
sanksi hukum yang tidak membuat jera. 
Modus operandi korupsi semakin canggih, yang dikemas 
sedemikian rupa, sehingga tidak akan diketahui bukan 
merupakan korupsi. Beberapa modus operandi korupsi secara 
umum yang dijumpai terjadi di Indonesia adalah sebagai 
berikut:20  
a. Pemberian Suap atau Sogok (Bribery) 
Sinonim dari kata sogok definisinya adalah dana yang 
sangat besar untuk menyogok para petugas, sedangkan 
definisi suap (bribe) berdasarkan Kamus Besar Bahasa 
Inggris (Webster) halaman 120, yang digabungkan dengan 
Buku Ensiklopedia Dunia halaman 487 adalah suatu 
                                                          
20 Rohim, 2008, Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Pena Mukti, Bekasi, hlm 2. 
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tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang 
atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai 
otoritas atau yang dipercaya. Contohnya adalah para pejabat 
dan membujuknya untuk mengubah otoritasnya demi 
keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau 
perjanjian lainnya sebagai kompensasi suatu yang dia 
inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih 
kurang. 
b. Pemalsuan (Fraud) 
Fraud merupakan suatu perbuatan melawan hukum 
yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan/atau luar 
organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan 
pribadi dan/atau kelompoknya yang secara langsung 
merugikan pihak lain. Secara umum intensitas terjadinya 
fraud pada aspek perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan berada dalam 
kategori “pernah terjadi fraud”. Kegiatan yang signifikan 
dalam intensitas kemunculan fraud-nya adalah meninggikan 
anggaran dalam pengajuan kegiatan serta menggunakan 
barang milik negara untuk kepentingan pribadi.  
Bidang kegiatan yang teridentifikasi dalam ketegori 
“sering terjadi tindakan fraud”, yaitu bidang perizinan, 
pengadaan barang dan jasa, pemilihan kepala daerah 
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kepegawaian, pemeliharaan fasilitas umum, penerimaan 
pendapatan daerah, pengawasan dan pertanggungjawaban 
kepala daerah. 
c. Pemerasan (Exortion) 
Pemerasan merupakan perbuatan memaksa 
seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah 
uang atau barang atau bentuk lain sebagai ganti dari 
seorang pejabat publik untuk berbuat atau tidak berbuat 
sesuatu. Perbuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman 
fisik ataupun kekerasan. 
d. Penyalahgunaan Jabatan atau Wewenang (Abuse of 
Discretion) 
Penyalahgunaan jabatan atau wewenang merupakan 
perbuatan mempergunakan kewenangan yang dimiliki untuk 
melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada 
kelompok atau perseorangan, sementara bersikap diskrimatif 
terhadap kelompok atau perseorangan lainnya. 
e. Nepotisme (Nepotism) 
Dalam kamus Purwadarminta dituliskan nepotisme 
adalah memberikan jabatan kepada saudara-saudara atau 
teman-temannya saja, sedangkan Jhon M. Echols 
mengkategorikannya sebagai kata benda dengan 
mendahulukan saudara, khususnya dalam pemberian 
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jabatan. Istilah nepotisme berasal dari kata Latin nepos, 
yang artinya cucu. Nepotisme dipakai sebagai istilah untuk 
menggambarkan perbuatan mengutamakan sanak keluarga, 
kawan dekat, serta anggota partai politik yang sepaham, 
tanpa memperhatikan persyaratan yang ditentukan. Jadi, jika 
keluarga itu memang memenuhi syarat maka tidaklah 
termasuk nepotisme dalam pengertian itu. 
B. Pidana dan Pemidanaan 
1. Arti dan Tujuan Hukum Pidana 
Black Law Dictionary menyebutkan bahwa Criminal Law 
adalah the body of law defining offences againts the community 
at large, regulating how suspect are integrated, changed, and 
tried and astablishing punishment for convicted offeders.21 
Soedarto memberikan definisi hukum pidana sebagai aturan 
hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang 
memenuhi syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.22 
Sementara itu Simons memberikan definisi Hukum Pidana 
adalah:23 
a. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara 
diancam dengan nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak 
ditaati, 
                                                          
21 Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 
2.  
22 Ibid., hlm. 2-3. 
23 Ibid., hlm. 3. 
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b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat 
untuk penjatuhan pidana, dan 
c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk 
penjatuhan dan penerapan pidana. 
Menurut Soedarto,24 hukum pidana dapat dipandang dari 
sudut dogmatik yang meliputi tiga permasalahan pokok, yakni: 
1) perbuatan yang dilarang, 2) orang yang melakukan perbuatan 
yang dilarang itu, 3) pidana yang diancamkan terhadap 
pelanggaran itu. Pandangan tersebut tidak jauh berbada dengan 
pandangan Wihem Sauher25 yang dikenal dengan Trias Sauher 
menyatakan bahwa terdapat tiga pengertian dasar dalam hukum 
pidana, yaitu sifat melawan hukum (unrecht), kesalahan 
(schuld), dan pidana (straf). 
Secara konkret tujuan hukum pidana itu ada dua, yaitu:26 
a. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai 
melakukan perbuatan yang tidak baik; 
b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan 
perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima 
kembali dalam kehidupan lingkungannya.  
Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna 
pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat. 
                                                          
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Abdoel Jamali, 2006, Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 173.   
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Di samping itu juga pengobatan bagi yang telah terlanjur 
berbuat tidak baik. Jadi, hukum pidana ialah ketentuan-
ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia 
dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.27 
2. Teori Pemidanaan 
Menurut Andi Hamzah,28 tujuan pidana yang berkembang 
dari dahulu sampai kini telah menjurus ke arah yang lebih 
rasional. Yang paling tua ialah pembalasan (revenge) atau 
untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat 
sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban 
kejahatan. Hal ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih 
terasa pengaruhnya pada zaman modern ini. unsur-unsur 
primitif dari hukum pidana paling sukar dihilangkan, berbeda 
dengan cabang hukum yang lain. Tujuan yang juga di pandang 
kuno ialah penghapusan dosa (expiation) atau retribusi 
(retribution), yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan 
jahat atau menciptakan balans antara yang ak dan yang batil. 
Hal yang dipandang sebagai tujuan yang berlaku 
sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeraan (deterrent), 
baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada 
mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perbaikan 
(reformasi) kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling 
                                                          
27 Ibid. 
28 Andi Hamzah, 1986, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: dari Retribusi ke 
Reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 16. 
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modern dan populer dewasa ini bukan saja bertujuan 
memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif 
lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar 
hukum.29 
Ada tiga golongan utama untuk membenarkan penjatuhan 
pidana:30 
a. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings 
theorien) 
b. Teori relatif atau tujuan (deoltheorien) 
c. Teori gabungan (verenigingstheorien) 
Teori yang pertama muncul pada akhir abad ke 18, dianut 
antara lain oleh Imanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak 
dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat 
Katolik dan sudah tentu juga sarjana hukum Islam yang 
mendasarkan teorinya pada ajaran kisas dalam Al Quran.31  
Teori pembalasan mengatan bahwa pidana tidaklah 
bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. 
Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk 
dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena 
dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan 
manfaat penjatuhan pidana itu. Setiap kejahatan harus 
berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Oleh karena 
                                                          
29 Ibid. 
30 Ibid., hlm. 17. 
31 Ibid., hlm. 17. 
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itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan 
tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, 
tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah 
pembalasan.32 
Jika teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah 
dilakukan, sebaliknya teori-teori relatif maupun tujuan berusaha 
untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan 
perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah 
kejahatan, oleh karena itu juga disebut teori prevensi, yang 
dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu prevensi umum dan prevensi 
khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan 
penjahat potensial mengurungkan niatnya karena ada perasaan 
takut dan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada 
masyarakat pada umumnya. Sedangkan prevensi khusus 
ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan 
jahatnya.33  
3. Pertanggungjawaban Pidana 
Konsep pertanggungjawaban  dalam hukum pidana 
merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran 
kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal 
dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada 
suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah 
                                                          
32 Ibid., hlm. 18. 
33 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggunjawaban Pidana: 
Perkembangan dan Penerapan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 15. 
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kecuali jika pemikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris 
doktrin tersebut dirumuskan dengan an act does not make a 
peson guilty, unless the mind is legally blameworthy. Berdasar 
asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk 
memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang 
terlarang/perbuatan pidana (actus reus), dan ada sikap batin 
jahat/tercela (mens rea).34 
Roeslan Saleh35 menyatakan bahwa pertanggungjawaban 
pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif 
yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif 
memenuhi syarat yang dapat dipidana karena perbuatannya itu. 
Maksud celaan yang objektif adalah bahwa perbuatan yang 
dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan 
yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan 
hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan 
hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk 
kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. 
Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan seseorang, 
namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada 
dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban 
pidana tidak mungkin ada. 
                                                          
34 Ibid., hlm. 20-21. 
35 Ibid., hlm. 20-21. 
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Secara lebih rinci, Soedarto menyatakan bahwa agar 
seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam 
arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus 
dipenuhi, yaitu:36  
1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat; 
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau 
kealpaan; 
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab; 
4. Tidak ada alasan pemaaf. 
a. Pertanggungjawaban Pidana Ketat (Strict Liability) 
Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli 
hukum berkaitan dengan konsep strict liability sebagai 
berikut:37 
1) Marise Cremona mendefinisikan strict liability sebagai 
“The pharse used to refer to criminal offences wich do not 
require mens rea in respect one or more element of the 
actus reus” (suatu ungkapan yang menunjuk pada suatu 
perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan kesalahan 
terhadap satu atau lebih unsur dari actus reus). 
2) Smith & Brian Hogan memberi definisi srtict liability 
sebagai “Crimes wich do not require intention, 
recklesness or even negligent as to one or more element 
                                                          
36 Ibid., hlm. 22.  
37 Ibid., hlm. 118.  
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in the actus reus” (kejahatan yang tidak mensyaratkan 
kesengajaan, kesembronoan atau bahkan kealpaan 
sebagai satu atau lebih unsur dari actus reus). 
3) Richard Card berpendapat stritc liability adalah “the 
accused may be convicted although his conduct was 
neither intentional nor reckless nor negligent with 
reference to the requisite consequence of the offence 
charge” (terdakwa bisa saja dihukum meskipun 
perbuatannya bukan karena kesengajaan, kesembronoan 
atau kealpaan berkenaan dengan syarat yang diharuskan 
dalam suatu kejadian dalam suatu kejahatan yang 
dituduhkan). 
4) Redmond memberi gambaran strict liability sebagai “the 
term strict liability refers to those exceptional situations 
where a defendent is liable irrespective of fault on his 
part. As a result, a plaintiff who suffers harm in certain 
circumtances can sue without having to prove intention or 
negligent on D’s part” (istilah strict liability menunjuk 
kepada pengecualian situasi, dimana terdakwa 
bertanggungjawab dengan mengabaikan kesalahan. 
Sebagai akibatnya, penggugat yang menderita kerugian 
dapat menuntut tanpa harus membuktikan kesengajaan 
atau kealpaan dari terdakwa). 
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Dari beberapa gambaran definisi tersebut di atas 
dapat disimpulakan bahwa strict liability adalah 
pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dimana 
pembuat sudah dapat dipidana apabila dia telah melakukan 
perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-
undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas ini 
sering diartikan secara singkat dengan istilah 
“pertanggungjawaban tanpa kesalahan” (liability without 
fault).38 
b. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (Vacarious 
Liability) 
Pengertian vacarious liability dikemukakan oleh para 
ahli hukum, diantaranya:39 
1) Peter Gillies memberi pengertian bahwa “vacarious 
liability consist of the imposition of criminal liability upon a 
person by virtue of the commission of an offence by 
another, or by virtue of the possession of a given mens 
rea by another, or by reference to both of these matters 
(pertanggungjawaban pengganti adalah pengenaan 
pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang 
berdasarkan atas pebuatan pidana yang dilakukan oleh 
                                                          
38 Ibid., hlm. 119.  
39 Ibid., hlm. 132. 
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orang lain, atau berdasarkan atas kesalahan orang lain, 
atau berkenaan dengan kedua masalah tersebut). 
2) La-Fave berpendapat bahwa “a vicarious liability is one 
wherein one person, though without personal fault, is 
more liable for the conduct of another 
(pertanggungjawaban pengganti adalah sesuatu dimana 
seseorang, tanpa kesalahan pribadi, bertanggungjawab 
atas tindakan orang lain). 
3) Smith & Brian Hogan menjelaskan “a master can be held 
liable for his servant’s crime, as general rule. Two 
exeptions are in public nuicense and criminal libel, a 
master has been held liable for the servan’s act although 
he is, personally, perfectly innocent (secara umum 
majikan dapat dipertanggungjawabkan atas keahatan 
yang dilakukan pegawainya. Kecuali terhadap gangguan 
umum dan fitnah atau pencemaran nama baik, maka 
majikan dipertanggungjawabkan atas tindakan 
pegawainya meskipun dia tidak bersalah sama sekali). 
4) Menurut Henry Combell “vicarious liability is indirect legal 
responsibility, the liability oh an employer for the acts ah 
an employee, or a principal for torts and contracts of an 
agent (pertanggungjawaban pengganti adalah 
pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, 
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pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja; 
atau pertanggungjawaban principal terhadap tindakan 
agen dalam suatu kontrak). 
Dari beberap definisi yang dikemukakan tersebut 
diatas dapat disimpulkan bahwa vicarious liability adalah 
pertanggungjwaban menurut hukum seseorang atas 
perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua 
orang tersebut harus mempunyai hubungan, yaitu 
“hubungan atasan dan bawahan” atau “hubungan majikan 
dan buruh” atau “hubungan pekerjaan”. Perbuatan yang 
dilakukan oleh pekerja tersebut harus dalam ruang lingkup 
pekerjaannya. Secara singkat model pertanggungjawaban 
itu sering disebut “pertanggungjawaban pengganti”.40  
4. Bentuk-bentuk Kesalahan dalam Hukum Pidana 
Tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin 
terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan tehadapnya. 
Dengan kata lain, walaupun telah melakukan tindak pidana, 
tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan dan karenanya tidak 
dapat dipertanggungjawabkan.41 Ilmu hukum pidana mengenal 
dua bentuk kesalahan, yaitu: kesengajaan atau dolus dan 
                                                          
40 Ibid., hlm. 133. 
41 Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori 
Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Pernada Media, Jakarta, 
hlm. 6.  
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kealpaan atau culpa.42 Oleh M.v.T dijelaskan bahwa yang 
dimaksud dengan kesengajaan adalah “willens en watens” yang 
artinya adalah “menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui” 
atau secara agak lengkap seseorang yang melakukan suatu 
perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya 
itu dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang 
mungkin akan terjadi karena perbuatannya. Mengenai kealpaan 
hanya sekedar dijelaskan bahwa kealpaan atau culpa adalah 
“kebalikan dari dolus di satu pihak dan kebalikan dari kebetulan 
di pihak lain.43 
 Unsur kesengajaan dan kealpaan ini hanya berlaku untuk 
kejahatan dan tidak untuk pelanggaran. Mengenai pengertian 
menghendaki tersebut diatas, kehendak itu dapat dijukan 
kepada: perbuatan yang dilarang, akibat yang dilarang, keadaan 
yang merupakan unsur tindak pidana. Kesengajaan yang hanya 
ditujukan kepada perbuatannya yang dilarang disebut 
kesengajaan formal, sedangkan yang ditujukan kepada 
akibatnya adalah kesengajaan material.44  
a. Kesengajaan 
Kesengajaan dapat terjadi, jika pembuat telah 
menggunakan pikirannya secara sah. Dalam hal ini, 
                                                          
42 Teguh Prasetyo, 2014, Hukum Pidana, Rajawali Pers, hlm. 95. 
43 Ibid., hlm. 95-96. 
44 Ibid., hlm. 96.  
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pikirannya dikuasai oleh keinginan dan pengetahuannya, 
yang tertuju pada suatu tindak pidana.45 
Terdapat teori-teori mengenai kesengajaan, antara 
lain:46 
1) Teori Kehendak (von Hippel) 
Menurut teori ini “sengaja” adalah kehendak untuk 
melakukan suatu perbuatan/tindakan dan kehendak 
untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya 
itu. Dengan kata lain, dapat dikatan sebagai “sengaja” 
apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat 
perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari 
perbuatan yang dilakukan. 
2) Teori Membayangkan (Frank) 
Menurut teori ini berdasarkan alasan psikologis tidak 
mungkin suatu akibat itu dapat dikehendaki. Manusia 
hanya bisa menginginkan, mengharapkan, atau 
membayangkan (voorstellen) kemungkinan akibat yang 
terjadi. Dirumuskan bahwa ”sengaja” adalah apabila 
suatu akibat dibayangkan sebagai maksud, dan dan oleh 
karena perbuatan tersebut dilakukan oleh yang 
bersangkutan sesuai dengan bayangan yang telah 
dibuatnya lebih dahulu. 
                                                          
45 Chairul Huda, Op. Cit., hlm 104. 
46 Teguh Prasetyo, Loc. Cit. 
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Ditinjau dari sikap dan batin pelaku, terdapat tiga corak 
kesengajaan:47 
1) Kesengajaan Sebagai Maksud (Dolus Directus) 
Corak kesengajaan ini yang paling sederhana, yaitu 
perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga 
menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang 
dilarang. Kalau akaibat yang dikehendaki atau 
dibayangkan ini tidak akan ada, ia tidak akan melakukan 
berbuat. 
2) Kesengajaan dengan Sadar Kepastian 
Corak kesengajaan dengan sadar kepastian bersandar 
kepada akibat. Akibat itu dapat merupakan delik 
tersendiri taupun tidak. Tetapi disamping akibat tersebut 
adak akibat lain yang dikehendaki yang pasti akan 
terjadi. 
3) Kesengajaan dengan Sadar Kemungkinan (Dolus 
Eventualis) 
Corak kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini 
kadang-kadang disebut sebagai “kesengajaan dengan 
syarat” (voorwaardelijke opzet) atau dolus eventualis. 
Pelaku berbuat dengan menghendaki/membayangkan 
akibat tertentu-sampai di sini hal itu merupakan 
                                                          
47 Ibid., hlm. 97. 
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kesengajaan sebagai maksud-tetapi disamping itu 
mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak 
dikehendaki atau dibayangkan. 
 Ilmu hukum mengenal beberapa jenis kesengajaan, yaitu:48 
1) Dolus premeditatus, yaitu dolus yang direncanakan, 
sehingga dirumuskan dengan istilah “dengan rencana 
lebih dahulu” (met voorbedachte rad) - untuk ini perlu 
ada waktu untuk memikirkan dengan tenang; 
pembuktiannya disimpulkan dari keadaan yang objektif. 
2) Dolus determinatus, dan dolus indeterminatus; yang 
pertama adalah kesengajaan dengan tujuan yang pasti, 
misalnya menghendaki matinya orang tertentu, sedang 
yang kedua kesengajaan yang tanpa tujuan tertentu atau 
tujuan acak (random), misalnya menembakkan senjata 
ke arah sekelompok orang, memasukkan racun kedalam 
reservoir air minum. 
3) Dolus alternativus: yaitu kesengajaan menghendaki 
sesuatu tertentu atau yang lainnya (alternatifnya) juga 
akibat yang lain. 
4) Dolus indirectus; yaitu kesengajaan melakukan 
perbuatan yang menimbulkan akibat yang tidak diketahui 
oleh pelakunya; misalnya, di dalam perkelahian 
                                                          
48 Ibid., hlm. 105. 
35 
 
seseorang memukul lawannya tanpa maksud untuk 
membunuh, tetapi kebetulan ada mobil lewat dan orang 
itu dilindasnya. 
5) Dolus directus; yaitu kesengajaan yang ditujukan bukan 
hanya kepada perbuatannya saja, melainkan juga pada 
akibatnya. 
6) Dolus generalis; yaitu kesengajaan di mana pelaku 
menghendaki akibat tertentu, dan untuk itu ia telah 
melakukan beberapa tindakan, misalnya untuk 
melakukan pembunuhan mula-mula lawannya dicekik, 
kemudian dilempar ke sungai, karena mengira lawannya 
telah mati. 
b. Culpa atau Kealpaan 
Rancangan KUHP memandang kesalahan terutama 
dapat terjadi terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan 
dengan sengaja, sedangkan kealpaan adalah suatu 
pengecualian. Hanya perbuatan-perbuatan tertentu yang 
yang dipandang cukup penting untuk dipidana  sekalipun 
terjadi karena kealpaan pembuatnya. Pasal 36 ayat (1) 
Rancangan KUHP menentukan: “perbuatan yang dapat 
dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, 
kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara 
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tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan 
kealpaan dapat dipidana”.49  
Undang-undang sendiri tidak menjelaskan pengertian 
culpa, dan ini diserahkan kepada ilmu hukum pidana. 
Beberapa pakar memberikan pengertian dan/atau syarat 
culpa sebagai berikut:50 
- Simons mempersyaratkan dua hal untuk culpa: pertama, 
tidak adanya kehati-hatian (het gemis van 
voorzichtigheid); kedua, kurangnya perhatian akibat yang 
mungkin (het gemis van de voorzienbaarheid van het 
gevolg). 
- Van Hamel menyebutkan pula dua syarat: pertama, tidak 
adanya penduga-duga yang diperlukan (het gamis van 
de nodige voorzienigheid); kedua, tidak adanya kehati-
hatian yang diperlukan (het gamis van nodige 
voorzichtigheid) 
Untuk menentukan kurang hati-hatinya pelaku dapat 
pula dipakai ukuran apakah ”ada kewajiban pada pelaku 
untuk berbuat lain”, dan kewajiban ini dapat berasal dari 
ketentuan undang-undang, yaitu kebiasaan yang 
seharusnya dilakukan oleh pelaku tersebut.51  
 
                                                          
49 Chairul Huda, Op. Cit., hlm 105. 
50 Teguh Prasetyo, Op. Cit., hlm. 107.  




Rumusan pasal-pasal ketentuan pidana dapat disimpulkan 
bahwa dalam tiap tindak pidana hanya ada satu orang pelaku 
saja yang akan kena hukuman pidana. Di samping pelaku, ada 
seseorang atau beberapa orang lain yang turut terlibat. Dalam 
hukum piana ini dinamakan penyertaan (delneming) yaitu 
peristiwa dimana lebih dari satu orang melakukan.52  
Klasifikasi penyertaan menurut Pasal 55 dan Pasal 56 
KUHPid yaitu:53 
1. Pembuat (dader), yang terdiri dari mereka yang: 
a. Melakukan (plegen) 
Orang yang melakukan (plegen) atau pelaku (pleger) 
adalah orang yang perbuatannya mencocoki semua 
unsur dari suatu rumusan tindak pidana.54 
b. Menyuruh melakukan (don plegen); 
Peserta yang pertama-tama disebutkan oleh pasal 55 
setelah pelaku ialah orang yang menyuruh melakukan 
perbuatan (doen plegen). Bentuk menyuruh melakukan 
ini terjadi, apabila orang yang disuruh tidak dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu. 
c. Turut serta melakukan (nedeplegen); 
                                                          
52 Frans Maramis, 2012, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta: 
PT RajaGrafindo Persada, hlm. 213-214. 
53 Ibid, hlm. 214. 
54 Ibid, hlm. 215. 
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Turut serta melakukan, yaitu seseorang pembuat turut 
serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan 
orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka 
bersama-sama melakukan delik.55 
d. Menganjurkan melakukan (uitlokken) 
Kata “uitlokken”, selain diterjemahkan sebagai 
“menganjurkan” sebagaimana yang dilakukan oleh Tim 
Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, juga 
dapat diterjemahkan sebagai “membujuk” sebagaimana 
yang dilakukan oleh Wirjono Prodjodikoro. 56 
 
 
                                                          
55 Ibid, hlm. 217. 





A. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian hukum 
normatif atau doktrinal. Termasuk tipe penelitian normatif karena 
penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma 
hukum (ketentuan-ketentuan yang ada).57 Selain itu, penelitian ini 
merupakan penelitian yang membahas secara sistematis, 
menganalisis hubungan antara ketentuan-ketentuan, dan mengkaji 
dan memperkirakan kemungkinan perkembangan-perkembangan di 
masa mendatang. Penelitian ini mencakup penelitian terhadap asas-
asas hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.58 Oleh karena 
itu, penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan, yang berarti 
akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder yang 
diperoleh dari penelitian, 
B. Metode Pendekatan 
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka 
metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan 
komparatif (comparative approach) yang dilakukan dengan menelaah 
semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu 
                                                          
57 Peter Mahmud Marzuki sebagaimana dikutip dalam Agus yudha Hermoko, 2010, 
Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Kencana, 
hlm. 38. 
58 Jhony Ibrahim, 2007, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: 
Bayumedia Publishing, hlm. 5 
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hukum serta membandingkan semua undang-undang dan regulasi 
terkait dengan masalah yang sedang diteliti dalam berbagai literatur 
yang dapat menunjang dalam penelitian ini. 
C. Bahan Hukum 
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 
bahan hukum yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan 
tujuan penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu: 
1. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-
catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-
undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum yang 
diperlukan adalah: 
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang 
Undang Hukum Acara Pidana 
c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi 
d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. 
e. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
f. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 
36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. 
2. Bahan Hukum Sekunder 
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Bahan hukum sekunder, yang merupakan publikasi tentang hukum 
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dalam hal ini 
publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus 
hukum, jurnal-jurnal hukum, dan kementar-komentar atas putusan 
pengadilan yang berhubungan masalah yang diteliti. 
3. Bahan Non-Hukum 
Bahan non-hukum merupakan bahan-bahan yang bersifat non-
hukum yang dapat menunjang dalam mengidentifikasi dan 
menganalisis fakta serta isu hukum secara akurat. 
D. Proses Pengumpulan Bahan Hukum 
Berdasarkan isu hukum dan metode pendekatan yang digunakan, 
maka proses pengumpulan bahan hukum meliputi: 
1. Proses Pengumpulan Bahan Hukum Primer 
Pada proses ini menggunakan pendekatan perundang-undangan 
(statute approach), yang harus dilakukan adalah mencari peraturan 
perundang-undangan yang mampu mendukung penelitian. 
2. Proses Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder 
Pada proses ini, yang harus dilakukan adalah penelusuran terhadap 
publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen resmi 
dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
3. Proses Pengumpulan Bahan Hukum Non-Hukum 
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Pada proses ini, yang dilakukan adalah mengumpulkan segala 
sesuatu yang berhubungan dan mempunyai relevansi dengan isu 
yang diteliti diluar dari bahan hukum. 
E. Analisis Bahan Hukum 
Bahan hukum yang diperoleh akan diidentifikasi dan diinventarisasi, 
bahan-bahan tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan 
perundang-undangan untuk memperoleh gambaran yang sistematis 
dan komperehensif dari seluruh bahan hukum yang diperoleh untuk 






HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Khusus 
Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kausus Putusan 
Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.) 
1. Kasus Posisi 
Berawal pada tanggal 1 Februari 2012, Riefan Afrian selaku 
Direktur Utama PT.Rifuel memanggil terdakwa Hendra Saputra 
bahwa ia diangkat menjadi Direktur PT. IMAJI MEDIA untuk 
kepentingan memperoleh proyek videotron di Kementrian Koperasi 
dan UKM (Usaha Kecil Menengah). Hendra Saputra kemudian 
menyetujui tentang pengangkatannya sebagai Direktur Utama PT. 
IMAJI MEDIA tersebut dan dengan bantuan Riefan Afrian kemudian 
memenuhi semua kelengkapan untuk pendirian PT. IMAJI MEDIA 
dengan akta pendirian Perseroan terbatas No. 2 tanggal 1 Pebruari 
2012 dimana Hendra Saputra sebagai Direktur Utamanya. 
Pada tanggal 10 Mei 2012, Ir HASNAWI BACHTIAR, MM 
(Alm.) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan 
Pengadaan Videotron pada Gedung Kementrian Koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah dan berlangsunglah kegiatan pengadaan 2 
(dua) unit Videotron dengan ukuran masingmasing 7,68 M x 16,64 
meter pada gedung kementerian Koperasi dan UKM dengan nilai 
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Pagu Dipa Rp. 23.501.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus 
satu juta rupiah).  
Pada tanggal 26 September 2012, Unit layanan 
pengadaan/jasa di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah melakukan pelelangan umum pekerjaan 
pengadaan Video tron pada gedung kementerian Koperasi dan UKM, 
dan PT Imaji Media menjadi pemenang. Namun kemudian ternyata 
di dalam pelaksanaan pekerjaan, terdakwa tidak melakukan 
pekerjaan sebagaimana telah disepakati didalam kontrak. Terdakwa 
kemudian menyerahkan semua pekerjaan sebagaimana kontrak 
kepada Riefan Avrian selaku Direktur Utama PT. Rifuel tanpa 
adanya perjanjian kerjasama operasi/kemitraan antara terdakwa 
maupun PT. IMAJI MEDIA dengan Riefan Avrian maupun PT 
RIFUEL dan tanpa adanya addendum kontrak. 
Hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasinya dan 
tidak lengkap tersebut, terdakwa Hendra Saputra menyerahkan 
pekerjaaan tersebut kepada Ir. Hasnawi Bachtiar, MM (Alm.) melalui 
bagian Rumah tangga dan dilakukanlah pemeriksaan dan 
penerimaan barang oleh panitia penerima dan pemeriksa barang 
yang diketuai oleh Kasiyadi, S.Sos. Panitia Penerima Barang 
kemudian tetap menerima barang tersebut serta membuat Berita 
Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang yang ditandatangani 
oleh terdakwa Hendra Saputra (Dirut PT. Imaji Media) dan Yunie 
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Nasriel (Kabag Rumah Tangga Kementerian Koperasi dan UKM). 
Berita Acara Pemeriksaan Fisik ditandatangani oleh Pihak Pertama 
yaitu Tim Panitia Penerimaan Barang dan pihak kedua Yunie Nasriel 
serta diketahui oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, MM (Alm.) selaku PPK 
yang isinya menyatakan pekerjaan lengkap dan sesuai dengan 
spesifikasi. 
Selanjutnya, sebagai PPK, Ir. Hasnawi Bachtiar, MM (Alm.), 
atas penagihan dari terdakwa Hendra Saputra (Dirut PT IMAJI) 
kemudian menyampaikan surat permintaan pembayaran pemenuhan 
(tagihan pembayaran kedua). Pembayaran sepenuhnya (yang 
merupakan tagihan kedua) terhadap pekerjaan pengadaan Video 
Tron kemudian dilakukan kepada PT. Imaji Media yang disetorkan ke 
rekening atas nama Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT. 
IMAJI MEDIA Rp. 18.728.000.000,00 (delapan belas milyar tujuh 
ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Setelah menerima pembayaran 
Hendra Saputra kemudian memberikan surat kuasa kepada Riefan 
Avrian untuk mengambil uang tersebut. Setelah menerima uang 
yang menjadi bagiannya sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas 
juta rupiah), Hendra Saputra kemudian melarikan diri ke Samarinda 
sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuatnya dengan Riefan 
Avrian selaku Direktur Utama PT. Rifuel, dan untuk menyamarkan 
keberadaannya sebagai Direktur Utama PT. IMAJI MEDIA, Hendra 
Saputra kemudian menjual PT. IMAJI MEDIA kepada saksi Pendi. 
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Berdasarkan hasil Audit dari pihak BPKP, jumlah kerugian 
keuangan negara adalah sebesar Rp. 4.780.298.934,00 (Empat 
milyar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh 
delapan sembilan ratus tiga puluh empat rupiah). Perbuatan 
terdakwa Hendra Saputra bersama-sama dengan Ir. Hasnawi 
Bachtiar, MM (Alm.), Ir Kasiyadi Kasiyadi, S.sos dan Riefan Avrian 
tersebut telah memperkaya terdakwa Hendra Saputra (Direktur 
Utama PT. Imaji Media) sendiri dan orang lain selain terdakwa yaitu 
Riefan Avrian (Direktur Utama PT. Rifuel) dalam pengadaan Video 
Tron pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
TA. 2012. 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum 
pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan dakwaan Nomor 





Bahwa terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. 
Imaji Media (berdasarkan akta pendirian Perseroan terbatas No. 2 
tanggal 1 Pebruari 2012) bersama-sama dengan Ir. HASNAWI 
BACHTIAR, MM (Alm.) selaku Pejabat Pembuat Komitmen 
Pekerjaan Pengadaan Videotron pada Gedung Kementrian Koperasi 
dan Usaha Kecil Menengah RI tahun 2012 berdasarkan SK Menteri 
Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 
No.19/KEP/M.KUKM/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 (dihentikan 
penuntutannya berdasarkan SKPP Nomor : TAP-
01/O.1.14/Ft/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 karena telah meninggal 
dunia), KASIYADI, S.sos selaku Ketua Tim Penerima Barang 
Pekerjaan Pengadaan Videotron pada Gedung Kementrian Koperasi 
dan Usaha Kecil Menengah  berdasarkan SK Plt Sekretaris 
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Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia 
No.583/Kep/SM/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 dan RIEFAN 
AVRIAN  selaku Direktur Utama PT. Rifuel (keduanya  
penuntutannya  dilakukan secara terpisah), pada Tahun 2012, 
bertempat di Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah (UKM) Republik Indonesia Jln. H.R. Rasuna Said Kav. 3-
4 Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang 
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi Jakarta Pusat sesuai dengan Surat Edaran Ketua 
Mahkamah Agung RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 
Desember 2010, sebagai orang yang melakukan atau turut serta 
melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau 
orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan 
negara atau perekonomian negara dalam pengadaan Video Tron 
pada Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM RI TA. 2012, yang 
dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : 
Berawal dari adanya Rencana Kerja dan Anggaran Rumah 
Tangga Kementrian/Lembaga (RKA-K/L) untuk mengalokasikan 
anggaran sebesar 23.501.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima 
ratus satu juta rupiah) yang berasal dari Daftar isian 
Peanggaran Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No.0176/044-
01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 untuk pengadaan 2 
(dua) unit Videotron dengan ukuran masing-masing 7,68 M x 
16,64 meter pada gedung kementerian Koperasi dan UKM 
(Usaha Kecil Menengah), pada tanggal 1 Februari 2012, 
RIEFAN AFRIAN selaku Direktur Utama PT.Rifuel (dituntut 
dalam berkas perkara terpisah) memanggil terdakwa HENDRA 
SAPUTRA yang sebelumnya pernah menjadi supir dan 
Pesuruh Kantornya dan memberitahukan kepada terdakwa 
HENDRA SAPUTRA bahwa ia diangkat menjadi Direktur PT 
IMAJI MEDIA untuk kepentingan memperoleh proyek videotron 
di Kementrian Koperasi dan UKM tersebut. Terdakwa HENDRA 
SAPUTRA yang mengetahui dan menyadari bahwa dirinya 
tidak mempunyai keahlian, pengalaman maupun kemampuan 
teknis dan managerial dalam pekerjaan Video tron, kemudian 
menyetujui tentang pengangkatannya sebagai Direktur Utama 
PT IMAJI MEDIA tersebut. Terdakwa dengan bantuan RIEFAN 
AFRIAN kemudian memenuhi semua kelengkapan untuk 
pendirian PT IMAJI MEDIA. PT IMAJI MEDIA kemudian berdiri 
dengan akta pendirian Perseroan terbatas No. 2 tanggal 1 
Pebruari 2012 dan terdakwa HENDRA SAPUTRA sebagai 
Direktur Utamanya.  
  
Pada tanggal 10 Mei 2012, Ir HASNAWI BACHTIAR, MM (Alm.) 
berdasarkan SK No.19/KEP/M.KUKM/V/2012 tanggal 10 Mei 
2012 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan 
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Pengadaan Videotron pada Gedung Kementrian Koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah dan berlangsunglah kegiatan 
pengadaan 2 (dua) unit Videotron dengan ukuran 
masingmasing 7,68 M x 16,64 meter pada gedung kementerian 
Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) dengan nilai Pagu 
Dipa Rp. 23.501.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus satu 
juta rupiah). Ir HASNAWI BACHTIAR, MM (Alm) kemudian 
membuat spesifikasi teknis, rancangan kontrak dan HPS 
dengan nilai Rp 23.450.000.000 (dua puluh tiga milyar empat 
ratus lima puluh juta rupiah), dengan surat HPS 
No.512/BA/HPS/PPK/SM/IX/2012 tanggal 07 September 2012 
yang ditandatangani oleh Ir HASNAWI BACHTIAR, MM (Alm) 
selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan 
Videotron pada Gedung Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah, meliputi pekerjaan sebagai berikut : 
No Uraian pekerjaan Vol. Sat Harga Sat Jlm. Harga 
1 2 3 4 5 
I PEKERJAAN PERSIAPAN 
 1 Pekerjaan bongkaran 2 Ls 60.771.900,00 121.543.800,00 
 2 Pembersihan lokasi 2 Ls 10.151.600,00 20.303.200,00 
 3 Drawing 2 Set 28.120.000,00 56.240.000,00 
 4 Mix Design & Quality Control 2 Ls 19.250.000,00 38.500.000,00 
 5 Pengukuran Lokasi 2 Ls 14.360.800,00 28.721.600,00 
 6 Listrik Kerja 2 Ls 28.000.000,00 56.000.000,00 
 7 
Pengujian Kekeransan Dinding 
Penyangga 
2 Ls 45.000.000,00 90.000.000,00 




II PEKERJAANN PEMASANGAN VIDEO TRON 
 1 Pekerjaan Pondasi Rangka 2 Ls 270.000.000.00 540.000.000,00 
 2 
Pembangunan kontruksi rangka 
baja 
2 Ls 396.323.800,00 792.647.600,00 
 3 Pembuatan casing video tron 2 Ls 249.746.300,00 499.492.600,00 
 Jumlah Sub total II  
1.832.140.200,00 
 
III PEKERJAAN PEMASANGAN VIDEO TRON 
  LED Display Video Tron (2 Unit)     
  Unit Display Videotron (8x16 M2) 2 Unit 6.475.546.460,52 12.951.092.921,52 
  Control System     
  Data Sending Card 2 Paket 4.856.685,70 9.713.371,39 
  Data receiving card 2 Paket 97.138.738,49 194.277.477,86 
  Grafik Card 2 Paket 1.376.071.42 2.752.142,83 
  Cat 5 2 Paket 97.139.995,20 194.279.990,40 
  Komputer Operasional 2 Unit 27.251.071,86 55.042.143,71 
  Accesories 2 Paket   
  
Multi functional card for adjost 
brightnees automatically 
2 Paket 4.856.660,57 9.713.321,14 
  Power distribusien 2 Paket 23.377.732,43 64.755.464,86 
  Light arrester 2 Paket 23.377.732,43 64.755.464,86 




  Material Support 2 Ls 25.000.000.00 50.000.000,00 
  Supporting Part     
  Lamp (RGB) 2 Paket 80.863.157,30 161.726.314,61 
  Driving IC.MBI 5024 2 Paket 35.615.485,73 71.230.971,46 
  Receiving Card 2 Paket 2.266.439,72 4.532.879,43 
  Moduis 2 Paket 22.664.397,15 45.328.794,31 
  Module Mask 2 Paket 16.189.999,20 32.379.998,40 
  Power Supplies 2 Paket 3.237.999,84 6.475.999,68 
  Signal Cable 2 Ls 9.713.999,52 19.427.999,04 
  Power Cable 2 Ls 7.284.981,43 14.569.962,87 
  Cooling Fans 2 Paket 17.807.742,86 35.615.485,73 
  
e.Softwer pendukung aplikasi 
video tron 
2 Paket 242.833.028,54 485.666.057,09 
  
Sewa gudang penyimpanan 
sementara modul Video tron 
  450.000.000,00 450.000.000,00 
 2 
Pemasangan sambungan 
listrik PLN ke LED Display 
Video Tron 
2 Paket 200.000.000,00 400.000.000,00 
 3 Pendukung Daya Listrik     
  Pembelian Genset 1 Paket 911.493.000,00 911.493.000,00 
  
Peralatan Instalasi Listrik Genset 
ke  ED Video Tron 1 dan 2 
    
  
Ducting pengarah udara panas 
radiator 
1 Paket 17.943.750,00 17.943.750,00 
  
Pengadaan kabel power dari 
genset ke panel 
1 Ls 77.195.250,00 77.195.250,00 
  
Pengadaan kabel power dari 
panel ats ke LED 1 
1 Ls 192.616.875,00 192.616.875,00 
  
Pengadaan kabel power dari 
panel ats ke LED 2 
1 Ls 218.022.750,00 218.022.750,00 
  Pengadaan kabel ladder 1 Ls 205.004.250,00 205.004.250,00 
  Pengadaan Tangki Bahan Bakar 1 unit 35.120.250,00 35.120.250,00 
  
Sistem Pemipaan bahan bakar 
dari tangki ke genset 
1 Paket 13.340.250,00 13.340.250,00 
  Panel kontrol genset dan ats 1 Unit 122.512.500,00 122.512.500,00 
  Pemasangan genset 1    
  Instalasi genset 1 Paket 75.000.000,00 75.000.000,00 
  Pengiriman genset 1 Paket 150.000.000,00 150.000.000,00 
  
Sewa gudang penyimpanan 
Genset 
1 Paket 250.000.000,00 250.000.000,00 
Jumlah sub total III  17.688.718.778,06 
 
IV MATERIAL AWAL LED VIDEO TRON 
 1 
Pembuatan materi awal video 
tron 
    
  Pra Produksi     
  Hunting Lokasi 1 Paket 22.000.000,00 22.000.000,00 
  Evaluasi dan penulisan naskah 1 Paket 16.500.000,00 16.500.000,00 
  Creative konsep 1 Paket 45.000.000,00 45.000.000,00 
  Biaya produksi 1 Paket   
  Crew dan staf 1 Paket 155.000.000,00 155.000.000,00 
  Produksi TVC 1 Paket 195.000.000,00 195.000.000,00 
  Operasional 1 Paket 45.000.000,00 45.000.000,00 
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  Pasca Produksi 1 Paket 75.000.000,00 75.000.000,00 
 2 Pengenalan Video Tron 1 Paket   
  Pengenalan Video Tron 1 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00 
Jumlah sub total IV  603.500.000,00 
 
V JASA LAINNYA 
 1 
Jasa Integrasi Sofwer Aplikasi 
video tron 
2 Ls 144.250.000,00 288.500.000,000 
 2 
Jasa Integrasi Hardwere Video 
Tron 
2 Ls 181.250.000,00 362.500.000,00 
 3 
Jasa pemasangan Modul Video 
tron 
2 Ls 120.000.000,00 240.000.000,00 
 4 Instalasi Jaringan data 2 Ls 131.250.000,00 262.500.000,00 
 5 Tes dan comusioning 2 Ls 130.000.000,00 260.000.000,00 
 6 Jasa pengiriman Video tron 2 Ls 700.416.211,00 1.400.832.422,00 
Jumlah Sub total V  2.814.332.422,00 
 
VI SUPPORT DAN ULTIMITAS 
 1 
Administrasi dan pelaporan 
proyek 
1 Ls 20.000.000,00 20.000.000,00 
 2 
Pembuatan manual 
book/standar operating prosedur 
1 Ls 15.000.000,00 15.000.000,00 
 3 Maintenance Kit 1 Ls 65.000.000,00 65.000.000,00 
Jumlah Sub total VI  100.000.000,00 
TOTAL I+II+III+IV+V+VI  23.450.000.000,06 
PEMBULATAN  23.450.000.000,00 
 
Pada tanggal 26 September 2012, Unit layanan pengadaan/jasa di 
lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
TA. 2012 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi 
Usaha kecil dan Menengah RI No. 46/Kep/M.KUKM/XII/2011 
tanggal 30 Desember 2011 melakukan pelelangan umum 
pekerjaan pengadaan Video tron pada gedung kementerian 
Koperasi dan UKM, dengan nilai Pagu Dipa Rp.23.501.000.000,- 
(dua puluh tiga milyar lima ratus satu juta rupiah), dan nilai HPS-
nya Rp. 23.450.000.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus lima 
puluh juta rupiah) melalui LPSE (Lembaga Pengadaan Secara 
Elektronik) dengan tahapan sebagai berikut : 
1. Pengumuman dilakukan di Portal Kementerian Koperasi dan UKM 
yang dikelola oleh ULP Kemenko dan UKM RI terhitung sejak tanggal 
26 September 2012. 
2. Pendaftaran peserta pelelangan 27 September 2012 s/d 4 Oktober 
2012 (diikuti oleh 20 peserta). 
3. Rapat Penjelasan Pelelangan (Aanwijzing) tanggal 02 Oktober 2012; 
4. Pemasukan Penawaran sejak tanggal 27 September 2012 s/d 05 
Oktober 2012. 
Yang memasukkan penawaran sebanyak 4 perusahaan : 
• PT Divaintan Pitripratama  Rp 17.551.700.000,00 
• PT Rifuel   Rp 23.351.000.000,00 
• PT Imaji Media  Rp 23.410.000.000,00 
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• PT Batu Karya Mas   Rp 23.444.999.600,00 
1. Pembukaan penawaran tanggal 05 Oktober 2012.; 
2. Evaluasi administrasi, teknis dan harga tanggal 08 
Oktober 2012; 
3. Pengumuman Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan; 
1. PT IMAJI MEDIA Rp 23.410.000.000,00 = 99,83% 
dari HPS. 
2. PT BATU KARYA MAS Rp 23.444.999.600,00 = 
99,98% dari HPS. 
4. Penetapan Pemenang Lelang; 
• Berita Acara Hasil Pelelangan No. 
1258/BAHP/POKJA I/X/2012 tanggal 8 Oktober 
2012; 
•  Penetapan Pemenang No. 
1744/Tap/ULP/SM/X/2012 tanggal 08 Oktober 
2012 menetapkan PT. Imaji Media sebagai 
pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp. 
23.410.000.000,00 
1. Pengumuman Pemenang lelang; 
Pengumuman Pemenang Pelelangan No. 
1753/Pum/ULP/SM/X/2012 tanggal 08 Oktober 
2012 
2. Penyerahan Hasil Pelelangan kepada PPK 
Bahwa sebagaimana maksud dari RIEFAN AFRIAN mendirikan 
PT IMAJI MEDIA dengan terdakwa HENDRA SAPUTRA sebagai 
Direktur utama adalah untuk mengikuti lelang pengadaan Video 
Tron, kemudian dengan petunjuk dari RIEFAN AFRIAN, terdakwa 
HENDRA SAPUTRA mengikuti proses pelelangan tersebut 
dengan cara memenuhi semua persyaratan lelang yang harus 
dipenuhi oleh PT IMAJI MEDIA. Terdakwa HENDRA SAPUTRA 
kemudian menandatangani Surat Dokumen Penawaran PT Imaji 
Media untuk pengerjaan videotron tahun 2012, menandatangani 
kwitansi No.111/Kwt/IMJ-JKT/X/12 tanggal 19 Oktober 2012 yaitu 
kwitansi pembayaran uang muka 20% dari kontrak atas pekerjaan, 
menandatangani surat jaminan uang muka (Advance Payment 
Bond) nomor jaminan : PL11620208j.0024.0415241 dengan nilai 
Rp 4.682.000.000 (empat milyar enam ratus delapan puluh dua 
juta rupiah) dengan penjamin PT Asuransi Mega Pratama,  
Terdakwa juga menandatangani Surat Jaminan Pelaksanaan 
(Performance Bond) dengan nomor : PL11630208j.0027.043530 
dengan nilai Rp 1.170.500.000 (satu milyar seratus tujuh puluh 
juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 18 Oktober 2012 dan membuka 
rekening atas nama terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku 
Direktur Utama PT Imaji Media di BRI KCP Duta Mas Fatmawati 
dengan Nomor Rekening : 0525-01-000159-30-6 dengan tujuan 
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untuk menampung pembayaran hasil pekerjaan pengadaan video 
tron. 
 
Bahwa setelah proses lelang berlangsung, dan PT Imaji Media 
menjadi pemenang kegiatan pengadaan 2 (dua) unit Videotron 
dengan ukuran masing-masing 7,68 M x 16,64 meter pada 
gedung kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) 
dengan nilai Pagu Dipa Rp. 23.501.000.000,- (dua puluh tiga 
milyar lima ratus satu juta rupiah), terdakwa kemudian melakukan 
penandatanganan kontrak atau surat perjanjian No. 
617/Kont/SM.3/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 antara Ir. 
Hasnawi Bachtiar, MM (Alm.) selaku Pejabat Pembuat Komitmen 
dengan terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku Dirut PT Imaji 
Media dengan ruang lingkup pekerjaan dan spesifikasi pekejaan 
meliputi : 
No Uraian pekerjaan Vol. Sat Harga Sat Jlm. Harga 
1 2 3 4 5 
I PEKERJAAN PERSIAPAN 
 1 Pekerjaan bongkaran 2 Ls 60.771.900,00 121.543.800,00 
 2 Pembersihan lokasi 2 Ls 10.151.600,00 20.303.200,00 
 3 Drawing 2 Set 28.120.000,00 56.240.000,00 
 4 Mix Design & Quality Control 2 Ls 19.250.000,00 38.500.000,00 
 5 Pengukuran Lokasi 2 Ls 14.360.800,00 28.721.600,00 
 6 Listrik Kerja 2 Ls 28.000.000,00 56.000.000,00 
 7 
Pengujian Kekeransan Dinding 
Penyangga 
2 Ls 45.000.000,00 90.000.000,00 




II PEKERJAANN PEMASANGAN VIDEO TRON 
 1 Pekerjaan Pondasi Rangka 2 Ls 270.000.000.00 540.000.000,00 
 2 
Pembangunan kontruksi rangka 
baja 
2 Ls 396.323.800,00 792.647.600,00 
 3 Pembuatan casing video tron 2 Ls 249.746.300,00 499.492.600,00 
 Jumlah Sub total II  
1.832.140.200,00 
 
III PEKERJAAN PEMASANGAN VIDEO TRON 
  LED Display Video Tron (2 Unit)     
  Unit Display Videotron (8x16 M2) 2 Unit 6.475.546.460,52 12.951.092.921,52 
  Control System     
  Data Sending Card 2 Paket 4.856.685,70 9.713.371,39 
  Data receiving card 2 Paket 97.138.738,49 194.277.477,86 
  Grafik Card 2 Paket 1.376.071.42 2.752.142,83 
  Cat 5 2 Paket 97.139.995,20 194.279.990,40 
  Komputer Operasional 2 Unit 27.251.071,86 55.042.143,71 
  Accesories 2 Paket   
  
Multi functional card for adjost 
brightnees automatically 
2 Paket 4.856.660,57 9.713.321,14 
  Power distribusien 2 Paket 23.377.732,43 64.755.464,86 
  Light arrester 2 Paket 23.377.732,43 64.755.464,86 




  Material Support 2 Ls 25.000.000.00 50.000.000,00 
  Supporting Part     
  Lamp (RGB) 2 Paket 80.863.157,30 161.726.314,61 
  Driving IC.MBI 5024 2 Paket 35.615.485,73 71.230.971,46 
  Receiving Card 2 Paket 2.266.439,72 4.532.879,43 
  Moduis 2 Paket 22.664.397,15 45.328.794,31 
  Module Mask 2 Paket 16.189.999,20 32.379.998,40 
  Power Supplies 2 Paket 3.237.999,84 6.475.999,68 
  Signal Cable 2 Ls 9.713.999,52 19.427.999,04 
  Power Cable 2 Ls 7.284.981,43 14.569.962,87 
  Cooling Fans 2 Paket 17.807.742,86 35.615.485,73 
  
e.Softwer pendukung aplikasi 
video tron 
2 Paket 242.833.028,54 485.666.057,09 
  
Sewa gudang penyimpanan 
sementara modul Video tron 
  450.000.000,00 450.000.000,00 
 2 
Pemasangan sambungan 
listrik PLN ke LED Display 
Video Tron 
2 Paket 200.000.000,00 400.000.000,00 
 3 Pendukung Daya Listrik     
  Pembelian Genset 1 Paket 911.493.000,00 911.493.000,00 
  
Peralatan Instalasi Listrik Genset 
ke  ED Video Tron 1 dan 2 
    
  
Ducting pengarah udara panas 
radiator 
1 Paket 17.943.750,00 17.943.750,00 
  
Pengadaan kabel power dari 
genset ke panel 
1 Ls 77.195.250,00 77.195.250,00 
  
Pengadaan kabel power dari 
panel ats ke LED 1 
1 Ls 192.616.875,00 192.616.875,00 
  
Pengadaan kabel power dari 
panel ats ke LED 2 
1 Ls 218.022.750,00 218.022.750,00 
  Pengadaan kabel ladder 1 Ls 205.004.250,00 205.004.250,00 
  Pengadaan Tangki Bahan Bakar 1 unit 35.120.250,00 35.120.250,00 
  
Sistem Pemipaan bahan bakar 
dari tangki ke genset 
1 Paket 13.340.250,00 13.340.250,00 
  Panel kontrol genset dan ats 1 Unit 122.512.500,00 122.512.500,00 
  Pemasangan genset 1    
  Instalasi genset 1 Paket 75.000.000,00 75.000.000,00 
  Pengiriman genset 1 Paket 150.000.000,00 150.000.000,00 
  
Sewa gudang penyimpanan 
Genset 
1 Paket 250.000.000,00 250.000.000,00 
Jumlah sub total III  17.688.718.778,06 
 
IV MATERIAL AWAL LED VIDEO TRON 
 1 
Pembuatan materi awal video 
tron 
    
  Pra Produksi     
  Hunting Lokasi 1 Paket 22.000.000,00 22.000.000,00 
  Evaluasi dan penulisan naskah 1 Paket 16.500.000,00 16.500.000,00 
  Creative konsep 1 Paket 45.000.000,00 45.000.000,00 
  Biaya produksi 1 Paket   
  Crew dan staf 1 Paket 155.000.000,00 155.000.000,00 
  Produksi TVC 1 Paket 195.000.000,00 195.000.000,00 
  Operasional 1 Paket 45.000.000,00 45.000.000,00 
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  Pasca Produksi 1 Paket 75.000.000,00 75.000.000,00 
 2 Pengenalan Video Tron 1 Paket   
  Pengenalan Video Tron 1 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00 
Jumlah sub total IV  603.500.000,00 
 
V JASA LAINNYA 
 1 
Jasa Integrasi Sofwer Aplikasi 
video tron 
2 Ls 144.250.000,00 288.500.000,000 
 2 
Jasa Integrasi Hardwere Video 
Tron 
2 Ls 181.250.000,00 362.500.000,00 
 3 
Jasa pemasangan Modul Video 
tron 
2 Ls 120.000.000,00 240.000.000,00 
 4 Instalasi Jaringan data 2 Ls 131.250.000,00 262.500.000,00 
 5 Tes dan comusioning 2 Ls 130.000.000,00 260.000.000,00 
 6 Jasa pengiriman Video tron 2 Ls 700.416.211,00 1.400.832.422,00 
Jumlah Sub total V  2.814.332.422,00 
 
VI SUPPORT DAN ULTIMITAS 
 1 
Administrasi dan pelaporan 
proyek 
1 Ls 20.000.000,00 20.000.000,00 
 2 
Pembuatan manual 
book/standar operating prosedur 
1 Ls 15.000.000,00 15.000.000,00 
 3 Maintenance Kit 1 Ls 65.000.000,00 65.000.000,00 
Jumlah Sub total VI  100.000.000,00 
TOTAL I+II+III+IV+V+VI  23.450.000.000,06 
PEMBULATAN  23.450.000.000,00 
Namun kemudian ternyata di dalam pelaksanaan pekerjaan 
pengadaan Video Tron, terdakwa selaku Direktur Utama PT IMAJI 
MEDIA (yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan, keahlian, 
pengalaman dan kemampuan teknis managerial dalam bidang 
video tron) tidak melakukan pekerjaan sebagaimana telah 
disepakati didalam kontrak. Terdakwa kemudian menyerahkan 
semua pekerjaan sebagaimana kontrak atau surat perjanjian No. 
617/Kont/SM.3/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 kepada Riefan 
Avrian selaku Direktur Utama PT. Rifuel tanpa adanya perjanjian 
kerjasama operasi/kemitraan antara terdakwa maupun PT IMAJI 
MEDIA dengan Riefan Avrian maupun PT RIFUEL dan tanpa 
adanya addendum kontrak. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 19 
ayat 1 huruf b tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah : 
"Penyedia barang dan jasa dalam pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa wajib memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan 
teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa", dan 
ketentuan pasal 19 huruf f Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang 
pengadaan barang/jasa pemerintah : "Dalam hal penyedia 
barang/jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa 
harus mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang 





Bahwa walaupun pekerjaan diserahkan oleh terdakwa 
sepenuhnya kepada Riefan Avrian selaku Direktur Utama PT 
Rifuel, terdakwa tetap menerima pembayaran uang muka dari 
PPK pada bulan Nopember 2012 berdasarkan SPPD (SP2D) No. 
196895A/019/110 tanggal 23 Nopember 2012 
Rp.4.682.000.000,00. (empat milyar enam ratus delapan puluh 
dua juta rupiah). 
Bahwa di dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bukan 
oleh terdakwa (PT IMAJI MEDIA) tetapi oleh riefan avrian (PT 
RIFUEL) tersebut, terdapat pekerjaan yang tidak dikerjakan 
maupun tidak sesuai dengan spesifikasinya, yaitu : 
1. Pekerjaan persiapan dan pekerjaan konstruksi baja; 
2. Pekerjaan pemasangan sambungan listrik PLN ke LED Display Video 
Tron 2 paket; 
3. Biaya Pengiriman dan pemasangan genset karena Pekerjaan 
pengadaan genset on side sudah termasuk Ongkos kirim dan biaya 
pemasangan genset ; 
4. Biaya sewa gudang penyimpanan modul Video Tron dan Biaya sewa 
gudang penyimpanan genset; 
Ir. Hasnawi Bachtiar, MM (Alm.) selaku Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK) mengetahui hal tersebut karena tidak pernah ada 
addendum kontrak baik terhadap perubahan pekerjaan, jumlah 
unit video tron maupun harga satuan namun untuk mengantisipasi 
ketidaksesuaian tersebut, ia membuat surat persetujuan tentang 
pekerjaan tambah kurang; 
Bahwa dengan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan 
spesifikasinya dan tidak lengkap tersebut, terdakwa HENDRA 
SAPUTRA menyerahkan pekerjaaan tersebut kepada Ir. Hasnawi 
Bachtiar, MM (Alm.) melalui bagian Rumah tangga dan 
dilakukanlah pemeriksaan dan penerimaan barang oleh panitia 
penerima dan pemeriksa barang yang diketuai oleh KASIYADI, 
S.Sos sesuai dengan Surat Keputusan Pelaksana Tugas 
Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Republik Indonesia nomor : 583/Kep/SM/XII/2011 tanggal 28 
Desember 2011 tentang Pembentukan Panitia Penerima 
Barang/jasa di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah TA 2012. Panitia Penerima Barang yang diketuai 
oleh KASIYADI, S.Sos kemudian tetap menerima barang tersebut 
serta membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan 
Barang No. 376/BAP/SM.3.3/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 
yang ditandatangani oleh terdakwa Hendra Saputra (Dirut PT. 
Imaji Media) dan Yunie Nasriel (Kabag Rumah Tangga 
Kementerian Koperasi dan UKM), Berita Acara Pemeriksaan Fisik 
No. 440/BAPF/PBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang 
ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu Tim Panitia Penerimaan 
Barang dan pihak kedua Yunie Nasriel (kabag Rumah Tangga 
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Kementerian Koperasi dan UKM) serta diketahui oleh Ir. Hasnawi 
Bachtiar, MM (Alm.) selaku PPK yang isinya menyatakan 
pekerjaan lengkap dan sesuai dengan spesifikasi; 
Selanjutnya, sebagai PPK, Ir. Hasnawi Bachtiar, MM (Alm.), atas 
penagihan dari terdakwa Hendra Saputra (Dirut PT IMAJI) 
kemudian menyampaikan surat permintaan pembayaran 
pemenuhan (tagihan pembayaran kedua) pada awal Desember 
2012 dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dan 
Penerimaan Barang No. 376/BAP/SM.3.3/XI/2012 tanggal 30 
Nopember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa Hendra 
Saputra (Dirut PT. Imaji Media) dan Yunie Nasriel (Kabag Rumah 
Tangga Kementerian Koperasi dan UKM), Berita Acara 
Pemeriksaan Fisik No. 440/BAPF/PBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 
Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu 
Tim Panitia Penerimaan Barang dan pihak kedua Yunie Nasriel 
(kabag Rumah Tangga Kementerian Koperasi dan UKM) serta 
diketahui oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, MM (Alm.) selaku PPK yang 
isinya menyatakan pekerjaan lengkap dan sesuai dengan 
spesifikasi. Pembayaran sepenuhnya (yang merupakan tagihan 
kedua) terhadap pekerjaan pengadaan Video Tron kemudian 
dilakukan kepada PT. Imaji Media yang disetorkan ke rekening 
Nomor Rekening : 0525-01-000159-30-6 atas nama terdakwa 
HENDRA SAPUTRA selaku Direktur Utama PT IMAJI MEDIA 
dengan SPPD (SP2D) No. 225554A/019/110 tanggal 17 
Desember 2012 Rp. 18.728.000.000,00 (delapan belas milyar 
tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah); 
Setelah PT. Imaji Media menerima pembayaran ke rekening 
Nomor Rekening : 0525-01-000159-30-6 atas nama terdakwa 
HENDRA SAPUTRA selaku Direktur Utama PT IMAJI MEDIA, 
terdakwa Hendra Saputra kemudian memberikan surat kuasa 
kepada Riefan Avrian untuk mengambil uang tersebut dan untuk 
itu terdakwa Hendra Saputra mendapatkan bagiannya sebesar 
Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah). Setelah menerima 
uang yang menjadi bagiannya terdakwa Hendra Saputra 
kemudian melarikan diri ke Samarinda sesuai dengan 
kesepakatan yang telah dibuatnya dengan Riefan Avrian selaku 
Direktur Utama PT. Rifuel, dan untuk menyamarkan 
keberadaannya sebagai Direktur Utama PT IMAJI MEDIA, Hendra 
Saputra kemudian menjual PT IMAJI MEDIA kepada saksi PENDI; 
Bahwa atas pekerjaan pengadaan Video Tron pada Kementerian 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah TA. 2012, BPK RI 
melakukan pemeriksaan pada bulan Februari 2013 sampai 
dengan Mei 2013 dengan hasil adanya kelebihan pembayaran 
yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebesar Rp. 
2.695.958.491,90 dengan rincian yaitu : 
a. Sewa Gudang penyimpanan video tron; 
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b. Pengadaan tangki bahan bakar kapasitas 6000 liter; 
c. Biaya pengadaan dan biaya pengiriman genset; 
d. kelebihan volume pekerjaan pembuatan pondasi rangka 
video tron. 
Dan berdasarkan hasil Audit dari pihak BPKP, jumlah kerugian 
keuangan negara adalah sebesar Rp. 4.780.298.934,00 (Empat 
milyar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh 
delapan sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dengan rincian 
pekerjaan yang tidak dilaksanakan/tidak ada sebagai berikut : 
a. Pekerjaan persiapan dan pekerjaan konstruksi berdasarkan 
hasil pemeriksaan LPJK Rp.1.286.842.934,00; 
b. Pekerjaan pemasangan sambungan listrik PLN ke LED 
Display Video Tron 2 paket Rp.1.200.000.000,00; 
c. Biaya pengiriman dan pemasangan Genset karena 
pekerjaan pengadaan Genset on set sudah termasuk ongkos 
kirim dan biaya pemasangan Rp.1.593.456.000,00; 
d. Biaya sewa gudang penyimpanan modul Video Tron dan 
Biaya sewa gudang penyimpanan Genset Rp. 
700.000.000,00. 
Perbuatan terdakwa Hendra Saputra bersama-sama dengan Ir. Hasnawi 
Bachtiar, MM (Alm.), Ir KASIYADI KASIYADI, S.sos dan Riefan Avrian 
tersebut telah memperkaya terdakwa Hendra Saputra (Direktur Utama PT. 
Imaji Media) sendiri dan orang lain selain terdakwa yaitu Riefan Avrian 
(Direktur Utama PT. Rifuel) dalam pengadaan Video Tron pada 
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah TA. 2012, yang 
telah merugikan keuangan negara Cq. Kementerian Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah RI sebesar Rp. 4.780.298.934,00 (Empat milyar tujuh 
ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan sembilan ratus 
tiga puluh empat rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah tersebut 
sesuai dengan hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan 
DKI Jakarta Nomor 49/PW09/5/2014 tanggal 20 Februari 2014. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-
Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 




Bahwa terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. Imaji 
Media (berdasarkan akta pendirian Perseroan terbatas No. 2 tanggal 1 
Pebruari 2012) bersama-sama dengan Ir. HASNAWI BACHTIAR, MM 
(Alm.) selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan 
Videotron pada Gedung Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
RI tahun 2012 berdasarkan SK Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil 
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dan Menengah (UKM) No.19/KEP/M.KUKM/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 
(dihentikan penuntutannya berdasarkan SKPP Nomor: SKPP Nomor: 
TAP-01/O.1.14/Ft/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 karena telah meninggal 
dunia karena telah meninggal dunia), KASIYADI, S.sos selaku Ketua Tim 
Penerima Barang Pekerjaan Pengadaan Videotron pada Gedung 
Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan SK Plt 
Sekretaris Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik 
Indonesia No.583/Kep/SM/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 dan 
RIEFAN AVRIAN selaku Direktur Utama PT. Rifuel ( keduanya dituntut 
dalam berkas perkara terpisah), pada Tahun 2012, bertempat di Kantor 
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Republik 
Indonesia Jln. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Jakarta Selatan atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat sesuai dengan Surat 
Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 
Desember 2010, sebagai orang yang melakukan atau turut sebagai orang 
yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 
Keuangan Negara atau perekonomian negara dalam pengadaan Video 
Tron pada Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM RI TA. 2012, yang 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
Bahwa dengan maksud mengikuti lelang pengadaan 2 (dua) 
unit Videotron dengan ukuran masing-masing 7,68 M x 16,64 
meter pada gedung kementerian Koperasi dan UKM (Usaha 
Kecil Menengah), RIEFAN AVRIAN selaku Dirut PT. Rifuel 
mendirikan PT IMAJI MEDIA dan berdasarkan Akta Pendirian 
Notaris Jhonny M. Sianturi, SH dengan akta No. 2 tanggal 1 
Pebruari 2012, terdakwa HENDRA SAPUTRA (yang bekerja di 
PT Rifuel sebagai supir dan petugas kebersihan) diangkat 
sebagai Direktur Utama PT. Imaji Media dengan tugas dan 
kewenangan untuk mewakili perusahaan baik didalam maupun 
diluar perusahaan; Terdakwa mengetahui bahwa maksud 
didirikannya perusahaan tersebut adalah untuk untuk mengikuti 
pengadaan video tron di Kementerian Koperasi dan UKM RI 
pada TA 2012; 
Bahwa sebagaimana maksud dari RIEFAN AFRIAN mendirikan 
PT IMAJI MEDIA dengan terdakwa HENDRA SAPUTRA 
sebagai Direktur utama adalah untuk mengikuti lelang 
pengadaan Video Tron, kemudian dengan petunjuk dari 
RIEFAN AFRIAN, terdakwa HENDRA SAPUTRA mengikuti 
proses pelelangan tersebut dengan cara memenuhi semua 
persyaratan lelang yang harus dipenuhi oleh PT IMAJI MEDIA. 
Terdakwa HENDRA SAPUTRA kemudian menandatangani 
Surat Dokumen Penawaran PT Imaji Media untuk pengerjaan 
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videotron tahun 2012, menandatangani kwitansi 
No.111/Kwt/IMJ-JKT/X/12 tanggal 19 Oktober 2012 yaitu 
kwitansi pembayaran uang muka 20% dari kontrak atas 
pekerjaan, menandatangani surat jaminan uang muka 
(Advance Payment Bond) nomor jaminan : 
PL11620208j.0024.0415241 dengan nilai Rp 4.682.000.000 
(empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah) 
dengan penjamin PT Asuransi Mega Pratama, terdakwa juga 
menandatangani Surat Jaminan Pelaksanaan (Performance 
Bond) dengan nomor : PL11630208j.0027.043530 dengan nilai 
Rp  1.170.500.000 (satu milyar seratus tujuh puluh juta lima 
ratus ribu rupiah) tanggal 18 Oktober 2012 dan membuka 
rekening atas nama terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku 
Direktur Utama PT Imaji Media di BRI KCP Duta Mas 
Fatmawati PT. Imaji Media menerima pembayaran melalui 
rekening ke rekening Nomor Rekening :0525-01-000159-30-6; 
Bahwa berdasarkan SK No.19/KEP/M.KUKM/V/2012 tanggal 
10 Mei 2012 yang menunjuknya sebagai Pejabat Pembuat 
Komitmen Pekerjaan Pengadaan Videotron pada Gedung 
Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, pada tanggal 
10 Mei 2012, Ir HASNAWI BACHTIAR, MM (Alm.) membuat 
spesifikasi teknis, rancangan  kontrak dan  HPS dengan nilai 
Rp 23.450.000.000  (dua  puluh  tiga  milyar  empat     ratus 
lima puluh juta rupiah), dengan surat HPS No. 
512/BA/HPS/PPK/SM/IX/2012  tanggal  07 September 2012 
dan ditandatangani olehnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen 
Pekerjaan Pengadaan Videotron pada Gedung Kementrian 
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, meliputi pekerjaan 
sebagai berikut : 
No Uraian pekerjaan Vol. Sat Harga Sat Jlm. Harga 
1 2 3 4 5 
I PEKERJAAN PERSIAPAN 
 1 Pekerjaan bongkaran 2 Ls 60.771.900,00 121.543.800,00 
 2 Pembersihan lokasi 2 Ls 10.151.600,00 20.303.200,00 
 3 Drawing 2 Set 28.120.000,00 56.240.000,00 
 4 Mix Design & Quality Control 2 Ls 19.250.000,00 38.500.000,00 
 5 Pengukuran Lokasi 2 Ls 14.360.800,00 28.721.600,00 
 6 Listrik Kerja 2 Ls 28.000.000,00 56.000.000,00 
 7 
Pengujian Kekeransan Dinding 
Penyangga 
2 Ls 45.000.000,00 90.000.000,00 




II PEKERJAANN PEMASANGAN VIDEO TRON 
 1 Pekerjaan Pondasi Rangka 2 Ls 270.000.000.00 540.000.000,00 
 2 
Pembangunan kontruksi rangka 
baja 
2 Ls 396.323.800,00 792.647.600,00 
 3 Pembuatan casing video tron 2 Ls 249.746.300,00 499.492.600,00 




III PEKERJAAN PEMASANGAN VIDEO TRON 
  LED Display Video Tron (2 Unit)     
  Unit Display Videotron (8x16 M2) 2 Unit 6.475.546.460,52 12.951.092.921,52 
  Control System     
  Data Sending Card 2 Paket 4.856.685,70 9.713.371,39 
  Data receiving card 2 Paket 97.138.738,49 194.277.477,86 
  Grafik Card 2 Paket 1.376.071.42 2.752.142,83 
  Cat 5 2 Paket 97.139.995,20 194.279.990,40 
  Komputer Operasional 2 Unit 27.251.071,86 55.042.143,71 
  Accesories 2 Paket   
  
Multi functional card for adjost 
brightnees automatically 
2 Paket 4.856.660,57 9.713.321,14 
  Power distribusien 2 Paket 23.377.732,43 64.755.464,86 
  Light arrester 2 Paket 23.377.732,43 64.755.464,86 
  
UTP Cabling System dan electric 
cable 
2 Ls 24.283.299,71 48.566.599,43 
  Material Support 2 Ls 25.000.000.00 50.000.000,00 
  Supporting Part     
  Lamp (RGB) 2 Paket 80.863.157,30 161.726.314,61 
  Driving IC.MBI 5024 2 Paket 35.615.485,73 71.230.971,46 
  Receiving Card 2 Paket 2.266.439,72 4.532.879,43 
  Moduis 2 Paket 22.664.397,15 45.328.794,31 
  Module Mask 2 Paket 16.189.999,20 32.379.998,40 
  Power Supplies 2 Paket 3.237.999,84 6.475.999,68 
  Signal Cable 2 Ls 9.713.999,52 19.427.999,04 
  Power Cable 2 Ls 7.284.981,43 14.569.962,87 
  Cooling Fans 2 Paket 17.807.742,86 35.615.485,73 
  
e.Softwer pendukung aplikasi 
video tron 
2 Paket 242.833.028,54 485.666.057,09 
  
Sewa gudang penyimpanan 
sementara modul Video tron 
  450.000.000,00 450.000.000,00 
 2 
Pemasangan sambungan 
listrik PLN ke LED Display 
Video Tron 
2 Paket 200.000.000,00 400.000.000,00 
 3 Pendukung Daya Listrik     
  Pembelian Genset 1 Paket 911.493.000,00 911.493.000,00 
  
Peralatan Instalasi Listrik Genset 
ke  ED Video Tron 1 dan 2 
    
  
Ducting pengarah udara panas 
radiator 
1 Paket 17.943.750,00 17.943.750,00 
  
Pengadaan kabel power dari 
genset ke panel 
1 Ls 77.195.250,00 77.195.250,00 
  
Pengadaan kabel power dari 
panel ats ke LED 1 
1 Ls 192.616.875,00 192.616.875,00 
  
Pengadaan kabel power dari 
panel ats ke LED 2 
1 Ls 218.022.750,00 218.022.750,00 
  Pengadaan kabel ladder 1 Ls 205.004.250,00 205.004.250,00 
  Pengadaan Tangki Bahan Bakar 1 unit 35.120.250,00 35.120.250,00 
  
Sistem Pemipaan bahan bakar 
dari tangki ke genset 
1 Paket 13.340.250,00 13.340.250,00 
  Panel kontrol genset dan ats 1 Unit 122.512.500,00 122.512.500,00 
  Pemasangan genset 1    
  Instalasi genset 1 Paket 75.000.000,00 75.000.000,00 
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  Pengiriman genset 1 Paket 150.000.000,00 150.000.000,00 
  
Sewa gudang penyimpanan 
Genset 
1 Paket 250.000.000,00 250.000.000,00 
Jumlah sub total III  17.688.718.778,06 
 
IV MATERIAL AWAL LED VIDEO TRON 
 1 
Pembuatan materi awal video 
tron 
    
  Pra Produksi     
  Hunting Lokasi 1 Paket 22.000.000,00 22.000.000,00 
  Evaluasi dan penulisan naskah 1 Paket 16.500.000,00 16.500.000,00 
  Creative konsep 1 Paket 45.000.000,00 45.000.000,00 
  Biaya produksi 1 Paket   
  Crew dan staf 1 Paket 155.000.000,00 155.000.000,00 
  Produksi TVC 1 Paket 195.000.000,00 195.000.000,00 
  Operasional 1 Paket 45.000.000,00 45.000.000,00 
  Pasca Produksi 1 Paket 75.000.000,00 75.000.000,00 
 2 Pengenalan Video Tron 1 Paket   
  Pengenalan Video Tron 1 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00 
Jumlah sub total IV  603.500.000,00 
 
V JASA LAINNYA 
 1 
Jasa Integrasi Sofwer Aplikasi 
video tron 
2 Ls 144.250.000,00 288.500.000,000 
 2 
Jasa Integrasi Hardwere Video 
Tron 
2 Ls 181.250.000,00 362.500.000,00 
 3 
Jasa pemasangan Modul Video 
tron 
2 Ls 120.000.000,00 240.000.000,00 
 4 Instalasi Jaringan data 2 Ls 131.250.000,00 262.500.000,00 
 5 Tes dan comusioning 2 Ls 130.000.000,00 260.000.000,00 
 6 Jasa pengiriman Video tron 2 Ls 700.416.211,00 1.400.832.422,00 
Jumlah Sub total V  2.814.332.422,00 
 
VI SUPPORT DAN ULTIMITAS 
 1 
Administrasi dan pelaporan 
proyek 
1 Ls 20.000.000,00 20.000.000,00 
 2 
Pembuatan manual 
book/standar operating prosedur 
1 Ls 15.000.000,00 15.000.000,00 
 3 Maintenance Kit 1 Ls 65.000.000,00 65.000.000,00 
Jumlah Sub total VI  100.000.000,00 
TOTAL I+II+III+IV+V+VI  23.450.000.000,06 
PEMBULATAN  23.450.000.000,00 
 
Pada tanggal 26 September 2012, Unit layanan 
pengadaan/jasa di lingkungan Kementerian Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah TA. 2012 berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha kecil dan 
Menengah RI No. 46/ Kep/M.KUKM/ XII/ 2011 tanggal 30 
Desember 2011 melakukan pelelangan umum pekerjaan 
pengadaan Video tron pada gedung kementerian Koperasi dan 
UKM, dengan nilai Pagu Dipa Rp.23.501.000.000,- (dua puluh 
tiga milyar lima ratus satu juta rupiah), dan nilai HPS-nya Rp. 
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23.450.000.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus lima puluh 
juta rupiah) dengan tahapan sebagai berikut : 
1. Pengumuman dilakukan di Portal Kementerian Koperasi 
dan UKM yang dikelola oleh ULP Kemenko dan UKM RI 
terhitung sejak tanggal 26 September 2012; 
2. Pendaftaran peserta pelelangan 27 September 2012 s/d 4 
Oktober 2012 (diikuti oleh 20 peserta); 
3. Rapat Penjelasan Pelelangan (Aanwijzing) tanggal 02 
Oktober 2012; 
4. Pemasukan Penawaran sejak tanggal 27 September 2012 
s/d 05 Oktober 2012; 
Yang memasukkan penawaran sebanyak 4 perusahaan : 
• PT Divaintan Pitripratama  Rp 17.551.700.000,00 
• PT Rifuel  Rp 23.351.000.000,00 
• PT Imaji Media  Rp 23.410.000.000,00 
• PT Batu Karya Mas Rp 23.444.999.600,00 
5. Pembukaan penawaran tanggal 05 Oktober 2012; 
6. Evaluasi administrasi, teknis dan harga tanggal 08 Oktober 
2012; 
7. Pengumuman Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan; 
1. PT IMAJI MEDIA Rp 23.410.000.000,00 = 99,83% dari 
HPS. 
2. PT BATU KARYA MAS Rp 23.444.999.600,00 = 
99,98% dari HPS. 
8. Penetapan Pemenang Lelang; 
 Berita Acara Hasil Pelelangan No. 1258/BAHP/POKJA 
I/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012; 
 Penetapan Pemenang No. 1744/Tap/ULP/SM/X/2012 
tanggal 08 Oktober 2012 menetapkan PT. Imaji Media 
sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp. 
23.410.000.000,00 
9. Pengumuman Pemenang lelang; 
Pengumuman Pemenang Pelelangan No. 
1753/Pum/ULP/SM/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012; 
10. Penyerahan Hasil Pelelangan kepada PPK. 
Bahwa setelah proses lelang berlangsung, dan PT Imaji Media 
menjadi pemenang kegiatan pengadaan 2 (dua)unit Videotron 
dengan ukuran masing-masing 7,68 M x16,64 meter pada 
gedung kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil 
Menengah) dengan nilai Pagu Dipa Rp.23.501.000.000,- (dua 
puluh tiga milyar lima ratus satu juta rupiah) terdakwa kemudian 
melakukan penandatanganan kontrak atau surat perjanjian No. 
617/Kont/SM.3/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 antara 
Ir.Hasnawi Bachtiar, MM (Alm.) selaku Pejabat Pembuat 
Komitmen dengan terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku Dirut 
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PT Imaji Media dengan ruang lingkup pekerjaan dan spesifikasi 
pekejaan meliputi : 
No Uraian pekerjaan Vol. Sat Harga Sat Jlm. Harga 
1 2 3 4 5 
I PEKERJAAN PERSIAPAN 
 1 Pekerjaan bongkaran 2 Ls 60.771.900,00 121.543.800,00 
 2 Pembersihan lokasi 2 Ls 10.151.600,00 20.303.200,00 
 3 Drawing 2 Set 28.120.000,00 56.240.000,00 
 4 Mix Design & Quality Control 2 Ls 19.250.000,00 38.500.000,00 
 5 Pengukuran Lokasi 2 Ls 14.360.800,00 28.721.600,00 
 6 Listrik Kerja 2 Ls 28.000.000,00 56.000.000,00 
 7 
Pengujian Kekeransan Dinding 
Penyangga 
2 Ls 45.000.000,00 90.000.000,00 




II PEKERJAANN PEMASANGAN VIDEO TRON 
 1 Pekerjaan Pondasi Rangka 2 Ls 270.000.000.00 540.000.000,00 
 2 
Pembangunan kontruksi rangka 
baja 
2 Ls 396.323.800,00 792.647.600,00 
 3 Pembuatan casing video tron 2 Ls 249.746.300,00 499.492.600,00 
 Jumlah Sub total II  
1.832.140.200,00 
 
III PEKERJAAN PEMASANGAN VIDEO TRON 
  LED Display Video Tron (2 Unit)     
  Unit Display Videotron (8x16 M2) 2 Unit 6.475.546.460,52 12.951.092.921,52 
  Control System     
  Data Sending Card 2 Paket 4.856.685,70 9.713.371,39 
  Data receiving card 2 Paket 97.138.738,49 194.277.477,86 
  Grafik Card 2 Paket 1.376.071.42 2.752.142,83 
  Cat 5 2 Paket 97.139.995,20 194.279.990,40 
  Komputer Operasional 2 Unit 27.251.071,86 55.042.143,71 
  Accesories 2 Paket   
  
Multi functional card for adjost 
brightnees automatically 
2 Paket 4.856.660,57 9.713.321,14 
  Power distribusien 2 Paket 23.377.732,43 64.755.464,86 
  Light arrester 2 Paket 23.377.732,43 64.755.464,86 
  
UTP Cabling System dan electric 
cable 
2 Ls 24.283.299,71 48.566.599,43 
  Material Support 2 Ls 25.000.000.00 50.000.000,00 
  Supporting Part     
  Lamp (RGB) 2 Paket 80.863.157,30 161.726.314,61 
  Driving IC.MBI 5024 2 Paket 35.615.485,73 71.230.971,46 
  Receiving Card 2 Paket 2.266.439,72 4.532.879,43 
  Moduis 2 Paket 22.664.397,15 45.328.794,31 
  Module Mask 2 Paket 16.189.999,20 32.379.998,40 
  Power Supplies 2 Paket 3.237.999,84 6.475.999,68 
  Signal Cable 2 Ls 9.713.999,52 19.427.999,04 
  Power Cable 2 Ls 7.284.981,43 14.569.962,87 
  Cooling Fans 2 Paket 17.807.742,86 35.615.485,73 
  
e.Softwer pendukung aplikasi 
video tron 
2 Paket 242.833.028,54 485.666.057,09 
  Sewa gudang penyimpanan   450.000.000,00 450.000.000,00 
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sementara modul Video tron 
 2 
Pemasangan sambungan 
listrik PLN ke LED Display 
Video Tron 
2 Paket 200.000.000,00 400.000.000,00 
 3 Pendukung Daya Listrik     
  Pembelian Genset 1 Paket 911.493.000,00 911.493.000,00 
  
Peralatan Instalasi Listrik Genset 
ke  ED Video Tron 1 dan 2 
    
  
Ducting pengarah udara panas 
radiator 
1 Paket 17.943.750,00 17.943.750,00 
  
Pengadaan kabel power dari 
genset ke panel 
1 Ls 77.195.250,00 77.195.250,00 
  
Pengadaan kabel power dari 
panel ats ke LED 1 
1 Ls 192.616.875,00 192.616.875,00 
  
Pengadaan kabel power dari 
panel ats ke LED 2 
1 Ls 218.022.750,00 218.022.750,00 
  Pengadaan kabel ladder 1 Ls 205.004.250,00 205.004.250,00 
  Pengadaan Tangki Bahan Bakar 1 unit 35.120.250,00 35.120.250,00 
  
Sistem Pemipaan bahan bakar 
dari tangki ke genset 
1 Paket 13.340.250,00 13.340.250,00 
  Panel kontrol genset dan ats 1 Unit 122.512.500,00 122.512.500,00 
  Pemasangan genset 1    
  Instalasi genset 1 Paket 75.000.000,00 75.000.000,00 
  Pengiriman genset 1 Paket 150.000.000,00 150.000.000,00 
  
Sewa gudang penyimpanan 
Genset 
1 Paket 250.000.000,00 250.000.000,00 
Jumlah sub total III  17.688.718.778,06 
 
IV MATERIAL AWAL LED VIDEO TRON 
 1 
Pembuatan materi awal video 
tron 
    
  Pra Produksi     
  Hunting Lokasi 1 Paket 22.000.000,00 22.000.000,00 
  Evaluasi dan penulisan naskah 1 Paket 16.500.000,00 16.500.000,00 
  Creative konsep 1 Paket 45.000.000,00 45.000.000,00 
  Biaya produksi 1 Paket   
  Crew dan staf 1 Paket 155.000.000,00 155.000.000,00 
  Produksi TVC 1 Paket 195.000.000,00 195.000.000,00 
  Operasional 1 Paket 45.000.000,00 45.000.000,00 
  Pasca Produksi 1 Paket 75.000.000,00 75.000.000,00 
 2 Pengenalan Video Tron 1 Paket   
  Pengenalan Video Tron 1 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00 
Jumlah sub total IV  603.500.000,00 
 
V JASA LAINNYA 
 1 
Jasa Integrasi Sofwer Aplikasi 
video tron 
2 Ls 144.250.000,00 288.500.000,000 
 2 
Jasa Integrasi Hardwere Video 
Tron 
2 Ls 181.250.000,00 362.500.000,00 
 3 
Jasa pemasangan Modul Video 
tron 
2 Ls 120.000.000,00 240.000.000,00 
 4 Instalasi Jaringan data 2 Ls 131.250.000,00 262.500.000,00 
 5 Tes dan comusioning 2 Ls 130.000.000,00 260.000.000,00 
 6 Jasa pengiriman Video tron 2 Ls 700.416.211,00 1.400.832.422,00 
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Jumlah Sub total V  2.814.332.422,00 
 
VI SUPPORT DAN ULTIMITAS 
 1 
Administrasi dan pelaporan 
proyek 
1 Ls 20.000.000,00 20.000.000,00 
 2 
Pembuatan manual 
book/standar operating prosedur 
1 Ls 15.000.000,00 15.000.000,00 
 3 Maintenance Kit 1 Ls 65.000.000,00 65.000.000,00 
Jumlah Sub total VI  100.000.000,00 
TOTAL I+II+III+IV+V+VI  23.450.000.000,06 
PEMBULATAN  23.450.000.000,00 
 
 Terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. 
IMAJI MEDIA sebagai pihak pemenang pelelangan proyek 
pengadaan 2 (dua) unit Video Tron di Kementrian Koperasi dan 
UKM RI Tahun Anggaran 2012 sebagaimana Dokumen Kontrak 
/ Surat Perjanjian Nomor : 617/Kont/ SM.3/ X/ 2012, bertindak 
sebagai Penyedia yang mempunyai hak dan kewajiban untuk : 
1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai 
dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak. 
2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan 
prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan 
pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. 
3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada 
PPK. 
4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 
jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam 
kontrak. 
5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, 
akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan 
tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari 
lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun 
sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, 
penyelesaian dan perbaikan yang dirinci dalam kontrak. 
6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk 
pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK. 
7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal 
penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. 
8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk 
melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi 
perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun 
pemiliknya akibat kegiatan Penyedia. 
Namun kemudian ternyata didalam pelaksanaan pekerjaan 
pengadaan Video Tron, tersebut, terdakwa selaku Direktur Utama PT 
IMAJI MEDIA tidak melakukan pekerjaan sebagaimana telah 
disepakati didalam kontrak, akan tetapi semua pekerjaan dikerjakan 
oleh Riefan Avrian selaku Direktur Utama PT. Rifuel yang sama 
sekali tidak pernah mengikuti dan memenangkan lelang pengadaan 
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video tron serta menandatangani kontrak atau surat perjanjian No. 
617/Kont/SM.3/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012. 
Walaupun terdakwa seharusnya mengerjakan pekerjaan 
berdasarkan kontrak tersebut namun di dalam pelaksanaan 
pekerjaannya terdakwa tidak mengerjakannya tetapi dikerjakan 
oleh Riefan Avrian selaku Direktur Utama PT Rifuel yang 
hasilnya tidak sesuai dengan volume dan spesifikasinya. Dan 
untuk mengatasi hal tersebut, terdakwa HENDRA SAPUTRA 
selaku Direktur Utama PT. IMAJI MEDIA kemudian mengirim 2 
(dua) surat kepada Ir.HASNAWI BACHTIAR, MM (Alm.) selaku 
PPK dalam pengadaan 2 Unit Video Tron Kementrian Koperasi 
dan UKM yaitu 
1. Surat Nomor : 16/IX-IM/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang 
permintaan pekerjaan tambah kurang atas pekerjaan sambungan 
instalasi listrik PLN ke Video Tron, pada pokoknya meminta 
sambungan listrik yang sebelumnya tercantum dalam RAB berupa 
pekerjaan sambungan listrik PLN ke LED Display senilai Rp. 
1.200.000.000,- (satumilyar duaratus juta rupiah) menjadi 
pengadaan panel-panel listrik dan alat-alat pendukung lainnya 
senilai Rp. 1.187.625.000,- (satu milyar seratus delapan puluh tujuh 
juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). 
2. Surat Nomor 54/XI-IM/2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang 
permintaan adendum tambah kurang yang pada pokoknya meminta 
perubahan item-item pekerjaan menjadi pekerjaan tambah kurang 
antara lain : 
a. Pekerjaan Pengadaan Genset kapasitas 400 KVA diubah 
menjadi 350 KVA. 
b. Pekerjaan sewa gudang genset dan sewa gudang sementara 
Video Tron diubah mejadi biaya bongkar muat, biaya angkut, 
keamanan barang-barang dari semula Rp. 700.000.000,- (tujuh 
ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp.742.986.000,- (tujuh ratus 
empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu 
rupiah). 
c. Pekerjaan tambahan berupa pekerjaan konstruksi tambahan 
pada ruang genset dan biaya peralatan pendukung lainnya 
sebesar Rp739.775.500,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta 
tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).  
d. Penambahan pekerjaan tiang pondasi Video Tron dari semula 
hanya 1 tiang untuk tiap 1 unit, menjadi 3 tiang pondasi untuk 
kedua unit, sehingga total pekerjaan tiang pondasi adalah 
sebesar Rp.794.673.182,- (tujuh ratus sembilan puluh empat 
juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua 
rupiah). 
e. Pekerjaan sambungan instalasi listrik PLN ke Video Tron 
semula senilai Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta 
rupiah) diubah menjadi pekerjaan pengadaan panel listrik dan 
67 
 
peralatan pendukung lainnya senilai Rp.1.187.625.000,- (satu 
milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh 
lima ribu rupiah). 
 Atas surat tersebut, Ir. HASNAWI BACHTIAN, MM (Alm) selaku 
Pejabat Pembuat Komitmen pada proyek pengadaan 2 unit Video 
Tron Kementrian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2012 
menyetujui permintaan tersebut dan menindaklanjuti dengan 
menerbitkan surat persetujuan tentang pekerjaan tambah kurang 
Nomor : 850/SM.3/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 tanpa 
dituangkan dalam Adendum Kontrak yang seharusnya ditandatangani 
oleh pihak pemberi pekerjaan (dalam hal ini PPK ) dan Penerima 
pekerjaan/Penyedia (dalam hal ini terdakwa HENDRA SAPUTRA 
selaku Direktur Utama PT. IMAJI MEDIA). Perubahan item-item 




Sewa gudang penyimpanan 
modul Video Tron 
1 
Biaya bongkar muat, biaya angkut dan 
biaya keamanan barangbarang di 
lokasi 
2 
Sewa gudang penyimpanan 
genset 
2 
Biaya bongkar muat, biaya angkut 
dan biaya keamana barangbarang 
di lokasi 
3 
Pekerjaan pondasi Video Tron 
(2 pondasi) 
3 
Tambahan satu pondasi pada 
pekerjaan pondasi Video Tron (awal 2 
mejadi 3 pondasi 
4 
Sambungan instalasi listrik PLN 
ke LED Display 
4 
Pekerjaan pengadaan panel listrik dan 
peralatan 5pendukung lainnya 
5 
Pengadaan tangki bahan bakar 
kapasitas 6000 liter 
5 
Pengadaan tangki bahan bakar 
kapasitas 3000 liter 
6 Pengadaan genset 6 
Pengadaan dan biaya pengiriman 






Pekerjaan Konstruksi tambahan pada 




 Pada saat pekerjaan tersebut diserahterimakan dari terdakwa 
HENDRA SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. IMAJI MEDIA kepada 
Ir. HASNAWI BACHTIAR, MM (Alm) selaku PPK melalui bagian 
rumah tangga melalui tahap pemeriksaan dan penerimaan barang 
oleh Panitia Penerima Barang yang diketuai oleh KASIYADI, S.Sos 
selaku Ketua Tim Panitia Penerima Barang (berdasarkan SK No. 
583/Kep/SM/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 ). Pada saat 
dilakukan pemeriksaan dan penerimaan barang tersebut, KASIYADI, 
S.Sos tidak menandatangani namun menyetujui penerimaan barang 
sebagaimana laporan anggota Tim Penerima Barang yang melakukan 
pemeriksaan fisik yang menyatakan barang sudah lengkap sesuai 
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dengan kontrak pada hari Senin tanggal 3 Desember 2012 yang 
tertuang dalam 1 (satu) bendel surat-surat berupa : 
1. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 
376/BAP/SM.3.3/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang 
ditandatangani oleh terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku Dirut 
PT. IMAJI MEDIA dan YUNIE NASRIEL (Kabag Rumah Tangga 
Kementrian Koperasi dan UKM), 
2. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : 
440/BAPF/PBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang 
ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu Tim Panitia Penerimaan 
Barang dan pihak kedua YUNIE NASRIEL serta diketahui oleh Ir. 
HASNAWI BACHTIAR, MM selaku PPK, 
3. Ringkasan Kontrak No. 0176/044-01.1.01/00/2012 tanggal 9 
Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. HASNAWI 
BACHTIAR, MM, 
4. Surat Pernyataan Purna Jual dari PT. Imaji Media yang 
ditandatangani oleh terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku Direktur 
Utama PT. IMAJI MEDIA tanggal 30 Nopember 2012, dan 
5. Surat Pernyataan Garansi Produk dari PT. IMAJI MEDIA yang 
ditandatangani terdakwa HENDRA SAPUTRA tanggal 30 
Nopember 2012. 
Oleh Tim Penerima Barang yang diketuai KASIYADI, S.Sos menyatakan 
pekerjaan pengadaan proyek 2 Video Tron di Kementrian Koperasi dan 
UKM dinyatakan telah lengkap sesuai dengan kontrak 100 %, meskipun 
hasilnya ternyata terdapat kekurangan pekerjaan dan barang yang 
diterima tidak sesuai dengan spesifikasinya namun didalam berita acara 
tersebut dinyatakan lengkap dan hal itu diketahui oleh Ir. HASNAWI 
BACHTIAR, MM selaku PPK proyek pengadaan Video Tron Kementrian 
Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2012. 
Selanjutnya telah dilakukan pembayaran sepenuhnya terhadap 
pekerjaan pengadaan Video Tron di Kementrian Koperasi dan 
UKM Tahun Anggaran 2012 yang bersumber dari APBN 
kepada PT. IMAJI MEDIA sebanyak 2 tahap yaitu : 
1. SPPD (SP2D) No. 196895A/019/110 tanggal 23 Nopember 2012 
Rp. 4.682.000.000,- (empat milyar enam ratus delapan puluh dua 
juta rupiah) 
2. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : 
440/BAPF/PBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang 
ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu Tim Panitia Penerimaan 
Barang dan pihak kedua YUNIE NASRIEL serta diketahui oleh Ir. 
HASNAWI BACHTIAR, MM selaku PPK, 
3. Ringkasan Kontrak No. 0176/044-01.1.01/00/2012 tanggal 9 




4. Surat Pernyataan Purna Jual dari PT. Imaji Media yang 
ditandatangani oleh terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku Direktur 
Utama PT. IMAJI MEDIA tanggal 30 Nopember 2012, dan  
5. Surat Pernyataan Garansi Produk dari PT. IMAJI MEDIA yang 
ditandatangani terdakwa HENDRA SAPUTRA tanggal 30 
Nopember 2012. 
Oleh Tim Penerima Barang yang diketuai KASIYADI, S.Sos menyatakan 
pekerjaan pengadaan proyek 2 Video Tron di Kementrian Koperasi dan 
UKM dinyatakan telah lengkap sesuai dengan kontrak 100 %, meskipun 
hasilnya ternyata terdapat kekurangan pekerjaan dan barang yang 
diterima tidak sesuai dengan spesifikasinya namun didalam berita acara 
tersebut dinyatakan lengkap dan hal itu diketahui oleh Ir. HASNAWI 
BACHTIAR, MM selaku PPK proyek pengadaan Video Tron Kementrian 
Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2012.  
Selanjutnya telah dilakukan pembayaran sepenuhnya terhadap 
pekerjaan pengadaan Video Tron di Kementrian Koperasi dan 
UKM Tahun Anggaran 2012 yang bersumber dari APBN 
kepada PT. IMAJI MEDIA sebanyak 2 tahap yaitu : 
1. SPPD (SP2D) No. 196895A/019/110 tanggal 23 Nopember 2012 Rp. 
4.682.000.000,- (empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta 
rupiah) 
2. SPPD (SP2D) No. 225554A/019/110 tanggal 17 Desember 2012 Rp. 
18.728.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh delapan 
juta rupiah). 
Setelah PT. IMAJI MEDIA menerima pembayaran melalui 
rekening PT. IMAJI MEDIA di BRI KCP Duta Mas Fatmawati 
Jakarta Selatan kemudian terdakwa HENDRA SAPUTRA 
memberikan surat kuasa kepada RIEVAN AFRIAN (Direktur 
PT. RIFUEL) untuk mengambil uang tersebut; 
Dari hasil pembayaran oleh Kementrian Koperasi dan UKM RI 
tersebut, selain dipergunakan untuk mengerjakan proyek Video 
Tron ternyata oleh RIEVAN AFRIAN selaku pihak yang 
mengambil uang dari PT IMAJI MEDIA mempergunakan uang 
tersebut untuk kepentingan pribadi dengan membagikan 
kepada karyawan PT. RIFUEL antara lain : 
1. Terdakwa HENDRA SAPUTRA sebesar Rp. 19.000.000,- 
(sembilanbelas juta rupiah). 
2. AHMAD KAMALUDIN sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilanbelas 
juta rupiah). 
3. BARLI SADEWA sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilanbelas juta 
rupiah). 
4. KRISTI sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilanbelas juta rupiah). 
5. DIAN IKAWATI sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilanbelas juta 
rupiah)  
6. KAIM sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilanbelas juta rupiah) 
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7. ANDRE RISAKOTA sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta 
rupiah). 
8. SARAH sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah). 
Dengan total seluruh uang yang dibagikan sebesar Rp. 364.000.000,- 
(tigaratus enampuluh empat juta rupiah). 
Bahwa atas pekerjaan pengadaan Video Tron pada 
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah TA. 
2012, telah diperiksa oleh BPK RI pada bulan Februari 2013 
sampai dengan Mei 2013, dengan hasil adanya kelebihan 
pembayaran yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis 
sebesar Rp.2.695.958.491,90 (dua milyar enam ratus sembilan 
puluh lima juta sembilan ratus limapuluh delapan ribu empat 
ratus sembilan puluh satu koma sembilan puluh sen) dengan 
rincian yaitu : 
a. Sewa Gudang penyimpanan video tron; 
b. Pengadaan tangki bahan bakar kapasitas 6000 liter; 
c. Biaya pengadaan dan biaya pengiriman genset; 
d. kelebihan volume pekerjaan pembuatan pondasi rangka 
video tron. 
Atas temuan BPK RI sebagaimana tersebut diatas, Ir. Hasnawi Bachtiar, 
MM (Alm.) selaku PPK menagih terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku 
Direktur Utama PT. IMAJI MEDIA dan berdasarkan laporan Kepala Biro 
keuangan Kementerian Koperasi dan UKM RI, terdakwa HENDRA 
SAPUTRA telah menyetorkan dengan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) 
dengan rincian sebagai berikut : 
1. Tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp 100.000.000,00 
2. Tanggal 01 Juli 2013 sebesar Rp 1.000.000.000,00 
3. Tanggal 3 Juli 2013  sebesar Rp 1.551.546.200,00 
Jumlah  Rp. 2.651.546.200,00 
Berdasarkan hasil Audit dari pihak BPKP jumlah kerugian 
keuangan negara dalam proyek pengadaan 2 Unit Video Tron 
di Kementrian Koperasi dan UKM RI Tahun Anggaran 2012 
adalah sebesar Rp.4.780.298.934,00 (Empat milyar tujuh ratus 
delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan sembilan 
ratus tiga puluh empat rupiah) dengan rincian pekerjaan yang 
tidak dilaksanakan/ tidak ada sebagai berikut : 
a. Pekerjaan persiapan dan pekerjaan konstuksi berdasarkan 
hasil pemeriksaan LPJK Rp.1.286.842.934,- (satu milyar 
dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat 
puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah). 
b. Pekerjaan pemasangan sambungan listrik PLN ke LED 
Display Video Tron 2 paket Rp1.200.000.000,- (satu milyar 
dua ratus juta rupiah). 
c. Biaya pengiriman dan pemasangan Genset karena 
pekerjaan pengadaan Genset on set sudah termasuk 
ongkos kirim dan biaya pemasangan Rp.1.593.456.000,- 
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(satu milyar lima ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus 
lima puluh enam ribu rupiah).  
d. Biaya sewa gudang penyimpanan modul Video Tron dan 
Biaya sewa gudang penyimpanan Genset Rp. 
700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-
Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan 
perkara pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 
1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SAPUTRA terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan 
Subsidair: Pasal 3 jo. Pasal 18 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA SAPUTRA 
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan 
dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan 
perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan. 
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh 
juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan. 
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp 19.000.000 (sembilan 
belas juta rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti 
paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan 
pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta 
bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang 
pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta 
benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti 
tersebut, maka terpidana dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 
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dan 6 (enam) bulan dan apabila terpidana membayar uang 
pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban 
membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang 
dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya 
pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari 
kewajiban membayar uang pengganti. 
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 
1)   Asli 1 (satu) jilid / bundel dokumen Penawaran PT. Imaji 
Media Pekerjaan Pengadaan Video Tron Tahun Anggaran 
2012 Nomor 026/L-IMJ/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012. 
2)   Asli 1 (satu) jilid / bundel dokumen Penawaran PT. DIVA 
INTAN PUTRIPRATAMA Pekerjaan Pengadaan Video Tron 
Tahun Anggaran 2012 Nomor S-010/SPH/DIPP/x/2012 
tanggal 05 Oktober 2012. 
3)   Asli 1 (satu) jilid / bundel dokumen Penawaran PT. BATU 
KARYA MAS Pekerjaan Pengadaan Video Tron Tahun 
Anggaran 2012 Nomor 085/BKM/X/2012 tanggal 04 
Oktober 2012; 
4)   Asli 1 (satu) jilid / bundel dokumen Penawaran PT. RIFUEL 
Pekerjaan Pengadaan Video Tron Tahun Anggaran 2012 
Nomor 0458/RF/X/2012 tanggal 03 Oktober 2012 
5)   Asli Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah RI Nomor: 46/KEP/M.KUKM/XII/2011 
tanggal 30 Desember 2011 tentang Pembentukan Unit 
Layanan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan 
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Tahun anggaran 2012. 
6)   1 (satu) bendel Asli Dokumen Pelelangan Pekerjaan 
Pengadaan Video Tron pada Kementerian Koperasi dan 
UKM terdiri dari: 
7)   Asli Laporan Kepala bagian Rumah tangga Nomor: 
277/LAP/SM.3.3/IX/2012 tanggal 10 September 2012 
Perihal proses administrasi pelelangan umum pekerjaan 
pengadaan Video tron pada Gedung Kementerian Koperasi 
dan UKM. 
8)   Asli Memorandum Kepala Biro Umum Nomor: 
779/MEM/SM.3/IX/2012 tanggal 11 September 2012 perihal 
proses administrasi pelelangan umum pekerjaan 
pengadaan Video tron pada Gedung Kementerian Koperasi 
dan UKM. 
9)   Asli Berita Acara Penjelasan/ aanwijing pelelangan umum 
paska kualivikasi pengadaan video tron Nomor : 1169/BA-
ANZ/POKJA 1/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012.  
10) Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga 
Pelelangan Umum Paska Kualivikasi Pengadaan Video 
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Tron Nomor: 1187/BA-PEMB/POKJA 1/SM/X/2012 tanggal 
05 Oktober 2012. 
11) Asli Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Pelelangan 
umum Pengadaan Video Tron Nomor: 1188/BA-EP/POKJA 
1/SES/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 beserta lampiran. 
12) Asli Berita Acara Hasil Pelelngan Umum Paska Kualifikasi 
Pengadaan Video Tron Nomor: 1258/BAHP/POKJA 
1/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 berserta lampiran. 
13) Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi pekerjaan 
pengadaan video tron Nomor: 1252/BA-PK/ULP/SM/X/2012 
tanggal 08 Oktober 2012. 
14) Asli Penetapan Pemenang pelelangan Pengadaan Video 
Tron Nomor: 1744/Tap/ULP/SM/X/2012 tanggal 08 Oktober 
2012.  
15) Asli Pengumumam Pemenang Pelelangan Umum 
Pekerjaan Pengadaan Video Tron Nomor: 
1753/Pum/ULP/SM/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012. 
16) 1 (satu) bundel Asli Standar Dokumen Pengadaan secara 
Elektronik dalam Pengadaan Video Tron Nomor: 
37/SBD/POKJA 1/IX/2012 tanggal 26 September 2012. 
17) 1 (satu) bendel Asli Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan 
Pengadaan Video Tron pada pada Kementerian Koperasi 
dan UKM Nomor: 617/Kont/SM.3/X/2012 tanggal 18 
Oktober 2012. 
18) Asli Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) 
Nomor: 615/SPPBJ/SM.3/X/2012 tanggal 17 Oktober 201 
tentang Pekerjaan Pengadaan Video Tron Kementerian 
Koperasi dan UKM. 
19) 1 (satu) copy surat jaminan Pelaksanaan Pekerjaan 
Pengadaan Video Tron pada kementerian Koperasi dan 
UKM RI Nomor: PL11630208j.0027.043530 tanggal 18 
Oktober 2012 dengan nilai Rp 1.170.500.000,- (satu milyar 
seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).  
20) 1 (satu) bendel Asli Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) 
Pengadaan Video Tron pada Gedung Kementerian 
Koperasi dan UKM tanggal 28 Mei 2012 yang 
ditandatangan oleh Ir. Hasnawi Bachtiar,MM selaku Kepala 
Biro Umum Sekretaris Keementerian KUKM. 
21) 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Video 
Tron tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangan oleh Ir. 
Hasnawi Bachtiar, MM selaku Kepala Biro Umum 
Sekretaris Kementerian KUKM. 
22) Copy surat Pernyataan Farasin Produk Pengadaan Video 
Tron dari Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT. Imaji 
Media tanggal 30 Nopember 2012.  
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23) Copy surat Pernyataan Purna Jual Pengadaan Video Tron 
dari Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT. Imaji Media 
tanggal 30 Nopember 2012. 
24) Copy jaminan Uang Muka Nomor: 
PL11620208j.0024.0415241 tanggal 19 Oktober 2012   
dengan nilai Rp. 4.682.000.000,- (Empat milyar enam ratus 
delapan puluh dua juta rupiah). 
25) 1 (satu) bendel Asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri 
(HPS) beserta data dukung untuk pekerjaan pengadaan 
Video Tron pada pada Kementerian Koperasi dan UKM.  
26) Asli Berita Acara Serah Terima Panitia Penerimaan Barang 
dan Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM 
Nomor : 440/BASTPBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 Nopember 
2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bahtiar,MM 
Kepala Biro Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen Unit 
Sekretariat Kementerian KUKM RI. 
27) Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Panitia Penerimaan 
Barang dan Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan 
UKM Nomor : 440/BASTPBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 
Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi 
Bahtiar,MM Kepala Biro Umum selaku Pejabat Pembuat 
Komitmen Unit Sekretariat Kementerian KUKM RI. 
28) Asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 
376/BAP/SM.3.3/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang 
ditandatangani oleh Yunie Nasril,S.Sos selaku Pihak 
Pertama dan Hendra Saputra selaku Pihak Kedua.  
29) Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 
7776/SPP/SM.3/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dengan 
lampiran: 
a. Asli daftar rincian permintaan pembayaran; 
b. Asli Surat pernyataan tanggung jawab belanja; 
c. Asli Ringkasan Kontrak; 
d. Asli Surat pernyataan SPP-LS 
e. Asli Kwintansi; 
f. Asli Surat Permohonan Pembayaran dari PT Imaji 
Media; 
g. Asli Surat Pernyataan atas Rekening Bank; 
h. Copy Surat Keterangan Terdaftar dari KPP Pratama 
Jakarta Tebet; 
i. Copy jaminan uang muka Nomor: PL 
11620208J0027.043530 dari PT Asuransi Mega 
Pratama; 
j. Asli Surat Perjanjian Nomor: 617/KONT/SM.3/X/2012 
tanggal 18 Oktober 2012; 
k. Asli Syarat-syarat khusus kontrak; 
l. Asli Syarat-syarat Umum kontrak; 
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m. Asli Surat penunjukan penyedia barang/ jasa (SPPBJ) 
No.615/SPPBJ/SM.3/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 
30) Asli Surat Perintah Membayar No. 11479/622297/2012 
tanggal 31Oktober 2012; 
31) Uang tunai senilai Rp 14.925.000,00; 
32) Bukti setoran dari Bank Mandiri an. Ahmad Kamaluddin; 
33) Foto Copy dilegalisir Dipa APBN Perubahan TA 2012 
Kementerian Koperasi dan UKM RI; 
34) SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) senilai Rp. 44.412.800 
tanggal 09 Juli 2013. 
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang 
bukti dalam perkara atas nama Riefan Afrian; 
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara 
sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah); 
4. Amar Putusan 
M E N G A D I L I: 
1. Menyatakan Terdakwa Hendra Saputra telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi 
secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan Primair; 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendra Saputra oleh 
karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 
denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan 
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 
pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan; 
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 
5. Menetapkan barang bukti berupa: 
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1)   Asli 1 (satu) jilid / bundel dokumen Penawaran PT. Imaji 
Media Pekerjaan Pengadaan Video Tron Tahun Anggaran 
2012 Nomor 026/L-IMJ/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012. 
2)   Asli 1 (satu) jilid / bundel dokumen Penawaran PT. DIVA 
INTAN PUTRIPRATAMA Pekerjaan Pengadaan Video Tron 
Tahun Anggaran 2012 Nomor S-010/SPH/DIPP/x/2012 
tanggal 05 Oktober 2012. 
3)   Asli 1 (satu) jilid / bundel dokumen Penawaran PT. BATU 
KARYA MAS Pekerjaan Pengadaan Video Tron Tahun 
Anggaran 2012 Nomor 085/BKM/X/2012 tanggal 04 
Oktober 2012; 
4)   Asli 1 (satu) jilid / bundel dokumen Penawaran PT. RIFUEL 
Pekerjaan Pengadaan Video Tron Tahun Anggaran 2012 
Nomor 0458/RF/X/2012 tanggal 03 Oktober 2012 
5)   Asli Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah RI Nomor: 46/KEP/M.KUKM/XII/2011 
tanggal 30 Desember 2011 tentang Pembentukan Unit 
Layanan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan 
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Tahun anggaran 2012. 
6)   1 (satu) bendel Asli Dokumen Pelelangan Pekerjaan 
Pengadaan Video Tron pada Kementerian Koperasi dan 
UKM terdiri dari: 
7)   Asli Laporan Kepala bagian Rumah tangga Nomor: 
277/LAP/SM.3.3/IX/2012 tanggal 10 September 2012 
Perihal proses administrasi pelelangan umum pekerjaan 
pengadaan Video tron pada Gedung Kementerian Koperasi 
dan UKM. 
8)   Asli Memorandum Kepala Biro Umum Nomor: 
779/MEM/SM.3/IX/2012 tanggal 11 September 2012 perihal 
proses administrasi pelelangan umum pekerjaan 
pengadaan Video tron pada Gedung Kementerian Koperasi 
dan UKM. 
9)   Asli Berita Acara Penjelasan/ aanwijing pelelangan umum 
paska kualivikasi pengadaan video tron Nomor : 1169/BA-
ANZ/POKJA 1/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012.  
10) Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga 
Pelelangan Umum Paska Kualivikasi Pengadaan Video 
Tron Nomor: 1187/BA-PEMB/POKJA 1/SM/X/2012 tanggal 
05 Oktober 2012. 
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11) Asli Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Pelelangan 
umum Pengadaan Video Tron Nomor: 1188/BA-EP/POKJA 
1/SES/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 beserta lampiran. 
12) Asli Berita Acara Hasil Pelelngan Umum Paska Kualifikasi 
Pengadaan Video Tron Nomor: 1258/BAHP/POKJA 
1/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 berserta lampiran. 
13) Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi pekerjaan 
pengadaan video tron Nomor: 1252/BA-PK/ULP/SM/X/2012 
tanggal 08 Oktober 2012. 
14) Asli Penetapan Pemenang pelelangan Pengadaan Video 
Tron Nomor: 1744/Tap/ULP/SM/X/2012 tanggal 08 Oktober 
2012.  
15) Asli Pengumumam Pemenang Pelelangan Umum 
Pekerjaan Pengadaan Video Tron Nomor: 
1753/Pum/ULP/SM/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012. 
16) 1 (satu) bundel Asli Standar Dokumen Pengadaan secara 
Elektronik dalam Pengadaan Video Tron Nomor: 
37/SBD/POKJA 1/IX/2012 tanggal 26 September 2012. 
17) 1 (satu) bendel Asli Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan 
Pengadaan Video Tron pada pada Kementerian Koperasi 
dan UKM Nomor: 617/Kont/SM.3/X/2012 tanggal 18 
Oktober 2012. 
18) Asli Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) 
Nomor: 615/SPPBJ/SM.3/X/2012 tanggal 17 Oktober 201 
tentang Pekerjaan Pengadaan Video Tron Kementerian 
Koperasi dan UKM. 
19) 1 (satu) copy surat jaminan Pelaksanaan Pekerjaan 
Pengadaan Video Tron pada kementerian Koperasi dan 
UKM RI Nomor: PL11630208j.0027.043530 tanggal 18 
Oktober 2012 dengan nilai Rp 1.170.500.000,- (satu milyar 
seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).  
20) 1 (satu) bendel Asli Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) 
Pengadaan Video Tron pada Gedung Kementerian 
Koperasi dan UKM tanggal 28 Mei 2012 yang 
ditandatangan oleh Ir. Hasnawi Bachtiar,MM selaku Kepala 
Biro Umum Sekretaris Keementerian KUKM. 
21) 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Video 
Tron tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangan oleh Ir. 
Hasnawi Bachtiar, MM selaku Kepala Biro Umum 
Sekretaris Kementerian KUKM. 
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22) Copy surat Pernyataan Farasin Produk Pengadaan Video 
Tron dari Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT. Imaji 
Media tanggal 30 Nopember 2012.  
23) Copy surat Pernyataan Purna Jual Pengadaan Video Tron 
dari Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT. Imaji Media 
tanggal 30 Nopember 2012. 
24) Copy jaminan Uang Muka Nomor: 
PL11620208j.0024.0415241 tanggal 19 Oktober 2012 
dengan nilai Rp. 4.682.000.000,- (Empat milyar enam ratus 
delapan puluh dua juta rupiah). 
25) 1 (satu) bendel Asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri 
(HPS) beserta data dukung untuk pekerjaan pengadaan 
Video Tron pada pada Kementerian Koperasi dan UKM.  
26) Asli Berita Acara Serah Terima Panitia Penerimaan Barang 
dan Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM 
Nomor : 440/BASTPBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 Nopember 
2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bahtiar,MM 
Kepala Biro Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen Unit 
Sekretariat Kementerian KUKM RI. 
27) Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Panitia Penerimaan 
Barang dan Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan 
UKM Nomor : 440/BASTPBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 
Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi 
Bahtiar,MM Kepala Biro Umum selaku Pejabat Pembuat 
Komitmen Unit Sekretariat Kementerian KUKM RI. 
28) Asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 
376/BAP/SM.3.3/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang 
ditandatangani oleh Yunie Nasril,S.Sos selaku Pihak 
Pertama dan Hendra Saputra selaku Pihak Kedua.  
29) Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 
7776/SPP/SM.3/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dengan 
lampiran: 
a. Asli daftar rincian permintaan pembayaran; 
b. Asli Surat pernyataan tanggung jawab belanja; 
c. Asli Ringkasan Kontrak; 
d. Asli Surat pernyataan SPP-LS 
e. Asli Kwintansi; 
f. Asli Surat Permohonan Pembayaran dari PT Imaji 
Media; 
g. Asli Surat Pernyataan atas Rekening Bank; 
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h. Copy Surat Keterangan Terdaftar dari KPP Pratama 
Jakarta Tebet; 
i. Copy jaminan uang muka Nomor: PL 
11620208J0027.043530 dari PT Asuransi Mega 
Pratama; 
j. Asli Surat Perjanjian Nomor: 617/KONT/SM.3/X/2012 
tanggal 18 Oktober 2012; 
k. Asli Syarat-syarat khusus kontrak; 
l. Asli Syarat-syarat Umum kontrak; 
m. Asli Surat penunjukan penyedia barang/ jasa (SPPBJ) 
No.615/SPPBJ/SM.3/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 
30) Asli Surat Perintah Membayar No. 11479/622297/2012 
tanggal 31Oktober 2012; 
31) Uang tunai senilai Rp 14.925.000,00; 
32) Bukti setoran dari Bank Mandiri an. Ahmad Kamaluddin; 
33) Foto Copy dilegalisir Dipa APBN Perubahan TA 2012 
Kementerian Koperasi dan UKM RI; 
34) SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) senilai Rp. 44.412.800 
tanggal 09 Juli 2013. 
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang 
bukti dalam perkara atas nama Riefan Afrian; 
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara 
sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah); 
5. Analisis Penulis 
Surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum menyatakan 
bahwa Perbuatan terdakwa Hendra Saputra bersama-sama dengan 
Ir. Hasnawi Bachtiar, MM (Alm.), Ir Kasiyadi Kasiyadi, S.Sos dan 
Riefan Avrian tersebut telah memperkaya terdakwa Hendra Saputra 
(Direktur Utama PT. Imaji Media) sendiri dan orang lain selain 
terdakwa yaitu Riefan Avrian (Direktur Utama PT. Rifuel) dalam 
pengadaan Video Tron pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 
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dan Menengah TA. 2012, yang telah merugikan keuangan negara 
sebesar Rp. 4.780.298.934,00 (Empat milyar tujuh ratus delapan 
puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan sembilan ratus tiga 
puluh empat rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah tersebut 
sesuai dengan hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP 
Perwakilan DKI Jakarta.  
Dakwaan primair menyatakan perbuatan terdakwa 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo 
Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang 
No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 
31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian dalam 
dakwaan subsidiair menyatakan perbuatan terdakwa sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b 
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHPidana. 
Kemudian dalam tuntutannya, Penuntut  Umum menuntut 
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini 
memutuskan bahwa Hendra Saputra terbukti bersalah melakukan 
tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan 
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diancam pidana dalam dakwaan Subsidair: Pasal 3 jo. Pasal 18 
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Saputra 
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan 
dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah 
supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan, menjatuhkan pidana denda 
sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) 
bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp 19.000.000 
(sembilan belas juta rupiah), menetapkan agar barang bukti 
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti 
dalam perkara atas nama Riefan Afrian, serta Membebankan kepada 
Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh 
ribu rupiah). 
Berdasarkan dakwaan primair dan subsidiair oleh Penuntut 
Umum, pada akhirnya Penuntut Umum menuntut terdakwa 
berdasarkan dakwaan subsidiair yaitu melangar Pasal 3 jo Pasal 18 
ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP. 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah 
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diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang 
rumusannya sebagai berikut : 
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 
keuangan Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 
50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) atau paling banyak Rp. 
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 
Yang Unsur-unsurnya: 
1. Setiap orang 
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi. 
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. 
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara. 
Setiap orang yang dimaksud adalah orang perseorangan atau 
termasuk korporasi. Setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek 
hukum yang mampu melaksanakan hak dan kewajibannya. 
Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa terdakwa adalah orang yang 
mampu bertanggungjawab atas perbuatannya untuk membedakan 
sepenuhnya perbuatan yang dilarang dan yang diboleh kan sehingga 
tepat terhadap setiap orang yang dimaksudkan kepada terdakwa. 
Unsur selanjutnya adalah dengan tujuan menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Adapun maksud 
menguntungkan sama dengan memperoleh keuntungan yang baik 
itu untuk diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Dengan melihat 
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kenyataan yang terjadi berdasarkan kewenangan yang dimilkinya, 
Hendra Saputra selaku Irektur PT. Imaji Media telah mendapat 
keuntungan sebesar Rp.19.000.000 dan telah menguntungkan 
beberapa orang lain yaitu Riefan Avrian selaku Direktur Utama PT 
Rifuel dan Sarah Salamah, Andre Risakota, Kaim, Kristi, Ika 
Diahningsih, Barli Sadewa, Ahmad Kamaludin. Maka sudah cukup 
jelas untuk mengatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi 
unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi.  
Kemudian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan 
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.  
Pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus 
memiliki hubungan antara keberadaan kewenangan, kesempatan, 
dan sarana dengan jabatan atau kedudukan yang dimilki oleh 
seseorang.  Seseorang yang memangku jabatan atau kedudukan 
membuatnya memiliki kewenangan, kesempatan dan sarana yang 
timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau 
kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana 
akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena 
jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya. Dari hal 
tersebut dapat dilihat bahwa Hendra Saputra merupakan Direktur 
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PT. Imaji Media yang merupakan pemenang lelang pengadaan 
videotron. Dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan videotron 
tersebut terdakwa selaku Direktur Utama PT Imaji Media tidak 
melakukan pekerjaan sebagaimana disepakati didalam kontrak, akan 
tetapi pekerjaan tersebut diserahkan seluruhnya dan dikerjakan oleh 
Riefan Avrian selaku Direktur Utama PT. Rifuel. Berdasarkan hal ini 
bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan 
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, 
dimana terdakwa selaku pemegang jabatan Direktur Utama PT. Imaji 
Media, terdakwa tidak melakukan pekerjaan sesuai kontrak tapi 
justru menyerahkannya ke Riefan Avrian. 
Unsur yang selanjutnya ialah yang dapat merugikan keuangan 
negara atau perekonomian negara. jumlah kerugian negara akibat 
perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya bahkan dengan 
adanya kata “dapat” maka cukup dengan adanya kecenderungan 
timbulnya kerugian keuangan negara. Berdasarkan fakta yang 
diperoleh bahwa terdakwa selaku Direktur Utama  PT. Imaji Media 
telah membuat negara merugi akibat perbuatannya. Berdasarkan 
hasil audit BPKP, jumlah kerugian Negara terkait dengan pengadaan 
videotron pada tahun 2012 adalah sebesar Rp.4.780.298.934,- 
(empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus Sembilan 
puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah). 
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B. Pertimbangan Hakim Untuk Menerapkan Sanksi Pidana Di Bawah 
Ketentuan Minimum Dalam Putusan Perkara Nomor 
36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. 
1. Pertimbangan Hakim 
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum 
dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu 
mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam 
Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No.31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 
Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 
Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 
KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
1. Setiap Orang; 
2. Secara melawan hukum; 
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi; 
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara; 
5. Penjatuhan pidana tambahan; 
6. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau 
yang turut serta melakukan Perbuatan; 
ad.1. Unsur Setiap Orang : 
Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 UU No.31 Tahun 1999 jo 
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UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang 
perseorangan atau termasuk korporasi ;  
Menimbang, bahwa menurut teori hukum yang dimaksud 
dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yaitu 
sebagai penyandang hak dan kewajiban yang sama nilainya 
dengan barang siapa; 
Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri 
menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku 
tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan 
untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang 
buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu 
pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan 
mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya 
secara sadar ; 
Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan Terdakwa adalah 
benar sebagai subyek hukum yang mempunyai identitas 
sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian 
terbukti tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), in casu 
adalah Hendra Saputra, disamping itu Terdakwa sehat dan cakap 
menurut hukum hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk 
menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara 
lancar dan terhadap diri Terdakwa tidak melekat alasan-alasan 
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pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat 
perbuatan pidana ; 
Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis 
berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi; 
Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum : 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “secara 
melawan hukum” dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
adalah: “mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil 
maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut 
tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila 
perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan 
rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam 
masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, dengan 
demikian dapat dipahami. Sebenarnya uu Pemberantasan tindak 
Pidana korupsi menganut ajaran sifat melawan hukum formil 
maupun sifat melawan hukum Materiil ; 
Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan 
Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 
dapat disimpulkan bahwa yang ”menjadi inti delik” (bestanddeel 
delict) dari pasal tersebut adalah ”adanya perbuatan melawan 
hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi” dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi 
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perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau 
sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya 
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut; 
Menimbang, bahwa sesuai Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah 
Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUU-IV/2006 yang 
menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Jo. 
UU No.31 Tahun 1999 mengenai ’perbuatan melawan hukum 
materiil’ adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut 
Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus 
disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata; 
Menimbang, bahwa kendatipun ada putusan Mahkamah 
Konstitusi tanggal 25 juli 2006 tersebut, sikap Majelis Hakim 
apakah memedomani Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut atau 
tidak dalam memaknai perbuatan melawan hukum materiil, akan 
terlebih dahulu mengkaji dari segi teori hukum, doktrin maupun 
Yurisprudensi MA RI; 
Menimbang, bahwa apabila berpedoman pada Asas Perbuatan 
Melawan Hukum (wederrechtelijk heid) dalam teori hukum dikenal 
adanya 2 (dua) pembagian yaitu Formeele Wederrechtelijk yang 
bersumber pada norma legislasi atau bersumber pada undang 
undang atau tepatnya mengartikan melawan hukum adalah lebih 
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dititik beratkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan tertulis saja atau harus memenuhi syarat-syarat formil 
dan Materiele Wederrechtelijk yang bersumber pada norma doktrin 
dan yurisprudensi yang mengartikan tidak saja harus memenuhi 
syarat formil atau memenuhi semua rumusan unsur delik akan 
tetapi perbuatannya harus dirasakan masyarakat sebagai sesuatu 
hal yang tidak boleh atau tidak patut, sehingga melahirkan ajaran 
sifat melawan hukum materiiel dalam fungsi yang positif maupun 
dalam fungsi yang negatif; 
Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum ajaran sifat melawan 
hukum materiil ada 2 (dua) fungsi : 
- Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang Positif, 
yaitu bila suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan 
perundang-undangan bukan perbuatan melawan hukum, akan 
tetapi bila penilaian masyarakat sebagai perbuatan melawan 
hukum maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum ; 
- Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif, 
yaitu bila suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan 
perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat 
melawan hukum, akan tetapi bila penilaian masyarakat bukan 
perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut tidak 
merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum ; 
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Menimbang, bahwa berpedoman pada pendapat Mahkamah 
Agung RI baik sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 
tanggal 25 Juli 2006 tersebut, telah menegaskan ”unsur secara 
melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup 
perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dan 
mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil meliputi 
fungsi yang positif dan negatifnya, hal ini dapat dilihat pada 
Yurisprudensi MA RI dalam Putusan tanggal 29 Desember 1983 
No. 275 K/PID/1983 atas nama terdakwa R. Sonson Natalegawa 
yang menerapkan pembuktian perbuatan melawan hukum materiil 
dalam fungsinya yang positip, yakni menghukum Terdakwa atas 
perbuatannya yang dipandang tidak patut, tercela dan menusuk 
perasaan hati masyarakat banyak. Disamping itu ada Putusan MA 
RI tanggal 8 Januari 1966 perkara No.42 K/Kr/1965 atas nama 
Terdakwa Machroes Effendi yang menerapkan ajaran sifat 
melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif sebagai 
alasan penghapus pidana diluar undang-undang; 
Menimbang, bahwa paska putusan Mahkamah Konstitusi 25 
Juli 2006 di atas Mahkamah Agung menegaskan kembali 
pendapatnya yang tetap menganut ajaran sifat melawan hukum 
materiil baik dalam fungsi yang positif maupun dalam fungsinya 
yang negatif, hal ini dapat dilihat dalam Putusan MA RI No.2065 
K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Terdakwa Drs. 
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Kuntjoro Hendrartono, MBA, Putusan MA RI No.2257 K/Pid/2006 
tanggal 5 Desember 2006 atas nama Terdakwa Lim Kian Yin alias 
Yin Yin dan Putusan MA RI No 207 K/Pid/2007 tanggal 28 Pebruari 
2007 atas nama Terdakwa Ir. Ishak; 
Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas 
Majelis Hakim berpendapat bahwa disamping hukum formil sebagai 
sumber hukum positif, maka doktrin dan yurisprudensi juga harus 
dipandang sebagai sumber hukum, dengan demikian majelis 
sependapat dengan pendapat Majelis Hakim MA RI diatas yang 
memaknai perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam 
arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk menjaga 
konsistensi penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi, 
karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan 
hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum, 
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
Hal demikian selaras dengan pendapat Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji 
SH, MH. Yang menerangkan : ”tujuan diperluasnya perbuatan 
melawan hukum tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi 
perbuatan melawan hukum secara materiil adalah untuk 
mempermudah pembuktian dipersidangan, sehingga suatu 
perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan 
hukum secara materiil atau tercela perbuatannya dapatlah pelaku 
dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatan itu 
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tidak melawan hukum formil” (Indriyanto Seno Aji, Korupsi dan 
Hukum Pidana, Edisi Pertama, Hlm 14); 
Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sesuai fakta hukum 
yang terungkap di persidangan, Terdakwa Hendra Saputra adalah 
seorang yang bekerja sebagai Office Boy di PT. Rifuel milik saksi 
Riefan Avrian yang bertugas untuk membersihkan kantor, membuat 
minuman untuk karyawan atau tamu yang datang dan pekerjaan-
pekerjaan lain sebagaimana layaknya seorang office boy; 
Menimbang, bahwa meskipun pekerjaan Terdakwa Hendra 
Saputra adalah sebagai Office Boy (OB), namun Terdakwa 
mengakui/membenarkan telah menanda-tangani Akta Pendirian PT 
Imaji Media yang disodorkan oleh Saksi Sarah Salamah atas 
perintah saksi Riefan Avrian. Penandatanganan tersebut dilakukan 
di kantor PT.Rifuel di Ruko Duta Mas (tidak dihadapan Notaris 
Johnny Sianturi), ketika ditunjukkan Akta Notaris tentang pendirian 
PT. Imaji Media, Terdakwa mengakui tanda tangannya dan pada 
waktu ditanya oleh Hakim apakah Terdakwa membaca bahwa di 
atas namanya tertulis Direktur, Terdakwa membenarkan ia 
melihat/membaca tulisan tersebut dan tidak menanyakan kepada 
saksi Riefan Avrian, atau saksi Sarah Salamah ataupun kepada 




Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Surmanto, 
saksi Tjasika dan saksi Drajat Sugiarto serta saksi Samsudin 
diperoleh fakta hukum bahwa peserta lelang pekerjaan pengadaan 
videotron di Kementrian Koperasi dan UKM ada 23 perusahaan, 
dan yang memenuhi kualifikasi ada 4 yaitu : 1. PT.Divaintan 
Pratama, 2. PT.Rifuel, 3. PT.Imaji Media dan 4. PT Batu Karya 
Mas; 
Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui tanda-tangan yang 
ditunjukkaan dipersidangan yaitu dokumen tentang persyaratan 
lelang antara lain surat dokumen penawaran PT Imaji Media, 
kuitansi uang muka 20% Nomor 111/Kwt/MJ-JKT/X/12 tanggal 19 
Oktober 2012, Surat Jaminan Uang Muka Nomor : 
PL11630208j.0027.043530  dengan  penjamin  PT  Asuransi   
Mega Pratama, Surat Jaminan Pelaksanaan 
No.PL11630208j.0027.043530 tanggal 18 Oktober 2012 dengan 
nilai sebesar Rp.1.170.500.000 dan pembukaan rekening atas 
nama Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT.Imaji Media di BRI 
KCP Duta Mas Fatmawati dengan nomor rekening :0525-01-
000159-30-6 untuk menampung pembayaran hasil pekerjaan 
pengadaan Videotron; 
Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan pula tanda-
tangan dirinya pada kontrak/surat perjanjian Nomor 
:617/Kont/SM.3/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 antara Terdakwa 
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dengan Ir. Hasnawi Bachtiar selaku Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK), dengan lingkup pekerjaan meliputi Pekerjaan Persiapan, 
Pekerjaan Konstruksi Rangka Videotron, Pekerjaan Pemasangan 
videotron, Materi awal LED Videotron, Jasa lainnya dan support 
dan utilities, yang uraian lengkapnya sebagaimana dalam uraian 
dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa menandatangani dokumen-
dokumen tersebut di kantor Kementrian Koperasi dan UKM; 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad 
Kamaludin dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa 
Terdakwa pernah membuka rekening di BRI KCP Dutamas 
Fatmawati atas nama Hendra Saputra selaku Direktur PT.Imaji 
Media, atas arahan dari saksi Sarah Salamah; 
Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan tanda-tangan 
dirinya pada surat kuasa yang isinya Terdakwa memberi kuasa 
kepada saksi Riefan Avrian, yang menimbulkan hak hukum yang 
luas bagi saksi Riefan Avrian untuk mengambil uang perusahaan, 
termasuk menerima pembayaran uang muka dari PPK berdasarkan 
SPPD (SP2D) Nomor : 196895A/019/110 tanggal 23 November 
2012 sebesar Rp.4.682.000.000,- (empat milyar enam ratus 
delapan puluh dua juta rupiah); 
Menimbang, bahwa Terdakwa Hendra Saputra membenarkan 
pula tanda-tangannya pada lembar akad kredit senilai 
Rp.7.089.000.000,- (tujuh milyar delapan puluh Sembilan juta 
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rupiah) antara Hendra Saputra selaku Direktur PT. Imaji Media 
dengan saksi Roro Moninggar, SE selaku Pimpinan Cabang 
Pembantu BRI Duta Mas. Penandatanganan akad kredit tersebut 
dilakukan Hendra Saputra di kantor BRI Capem Dutamas 
Fatmawati; 
Menimbang, bahwa Terdakwa juga membenarkan tanda-
tangannya pada surat permintaan pembayaran pemenuhan 
(tagihan pembayaran kedua) atas nama Direktur PT.Imaji Media, 
sehingga saksi Elly Muchtoria selaku Bendahara mencairkan dana 
dan menyetorkan ke rekening Nomor:0525-01-000159-30-6 atas 
nama Hendra Saputra sebagai Direktur PT.Imaji Media dengan 
SPPD (SP2D) Nomor :225554A/019/110 tanggal 17 Desember 
2012 sebesar Rp.18.728.000.000,-(delapan belas milyar tujuh ratus 
dua puluh delapan juta rupiah); 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas 
diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai OB 
di PT. Rifuel milik saksi Riefan Avrian dimana pekerjaan/tugasnya 
selama ini tidak pernah membubuhkan tanda-tangan, namun 
Terdakwa bersedia menanda-tangani beberapa dokumen, tidak 
hanya akta pendirian sebuah PT yang menempatkan dirinya 
sebagai Direktur, namun juga membuka rekening di Bank BRI KCP 
Dutamas Fatmawati, bahkan menanda-tangani akad kredit dengan 
nilai milyaran rupiah, menandatangani dokumen untuk menjadi 
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peserta lelang dan menerima pembayaran atas pekerjaan 
pengadaan videotron di Kementrian Koperasi dan UKM RI; 
Menimbang, bahwa di persidangan maupun dalam uraian 
pembelaannya Terdakwa menyatakan tidak menolak untuk 
menanda-tangani surat-surat/dokumen-dokumen yang disodorkan 
kepadanya meskipun tidak ada paksaan dari saksi Sarah Salamah, 
karena dengan alasan Terdakwa takut kehilangan pekerjaan, 
dengan demikian Terdakwa menyadari tentang apa yang 
dilakukannya, meskipun dengan keterbatasan pendidikan dan 
kecerdasannya namun Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat 
jasmani dan rohaninya serta bukan anak di bawah umur sehingga 
sudah seharusnya Terdakwa menolak atau paling tidak 
menanyakan kepada saksi Sarah Salamah ataupun saksi Ahmad 
Kamaludin untuk keperluan apa KTPnya dipinjam dan mengapa 
harus berkali-kali bertanda-tangan dan harus pula datang ke 
Kementrian Koperasi dan UKM serta ke kantor BRI Capem 
Dutamas Fatmawati untuk membuka rekening atas nama dirinya 
selaku Direktur PT.Imaji Media serta menanda tangani surat kuasa; 
Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai 
Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut secara sadar, 
paling tidak mengetahui bahwa apa yang telah dilakukannya 
tersebut adalah di luar pekerjaan/tugasnya sebagai Office Boy dan 
Terdakwa tidak berusaha untuk menanyakan kepada pihak lain, 
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paling tidak rekan kerjanya tentang apa saja yang harus dilakukan 
sebagai bentuk penghati-hati atas penanda-tanganan beberapa 
dokumen tersebut; 
Menimbang, bahwa penandatangan pada beberapa dokumen 
tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang tentu harus 
dipertanggung-jawabkan pula oleh Terdakwa Hendra Saputra; 
Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa mulai dari 
menanda-tangani akta pendirian PT.Imaji Media sampai 
penyerahan pekerjaan pengadaan barang berupa videotron di 
kantor Kementrian Koperasi dan UKM, dan menerima pembayaran 
atas pekerjaan tersebut adalah dilakukan secara melawan hukum 
sehingga unsur ke-2 telah terpenuhi; 
Ad. 3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu 
Korporasi. 
Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan 
Pasal 2 ayat (1), maka ”unsur melawan hukum” sebagaimana 
terurai di atas adalahmerupakan sarana untuk mencapai tujuan 
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau 
suatu korporasi; 
Menimbang, bahwa yang dimaksud ”memperkaya” adalah 
perbuatan untuk menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya 
atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya, 
memperhatikan pengertian tersebut berarti memperkaya diri sendiri, 
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orang lain atau suatu korporasi akan dihubungkan dengan fakta 
hukum bahwa Terdakwa, orang lain atau suatu badan telah 
memperoleh sejumlah uang atau harta, yang menjadikannya kaya 
atau bertambah kaya dari suatu perbuatan melawan hukum 
sebagaimana terurai di atas ; 
Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif, sehingga 
salah satu terbukti maka unsur ke-3 tersebut telah terpenuhi; 
Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap 
di persidangan, saksi Riefan Avrian menerangkan bahwa motivasi 
didirikannya PT. Imaji Media adalah untuk mengikuti lelang 
pengadaan barang berupa Videotron di Kementrian Koperasi dan 
UKM RI ; 
Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum 
bahwa Terdakwa telah menanda-tangani surat kuasa yang isinya 
Terdakwa memberi kuasa kepada saksi Riefan Avrian, yang 
menimbulkan hak hukum bagi saksi Riefan Avrian untuk mengambil 
uang perusahaan termasuk pembayaran uang muka dari PPK 
berdasarkan SPPD (SP2D) Nomor : 196895A/019/110 tanggal 23 
November 2012 sebesar Rp.4.682.000.000,- (empat milyar enam 
ratus delapan puluh dua juta rupiah); 
Menimbang, bahwa hak hukum yang diberikan kepada saksi 
Riefan Avrian dalam surat kuasa tersebut cukup luas yaitu berhak 
untuk mengecek saldo, menarik uang tanpa limit dan menanda-
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tangani cek, yang artinya hak hukum untuk mengambil uang yang 
dimiliki Rifan Avrian dalam surat kuasa tersebut sama besarnya 
dengan pemilik rekening; 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan mantan dan 
Pincapem BRI KCP Dutamas Fatmawati yaitu saksi Roro 
Moninggar dan saksi Lucia Dhyah Wahyu Anggraeni, menerangkan 
bahwa setelah dicheck pada dokumen ternyata Terdakwa Hendra 
Saputra tidak sekalipun mengambil/menarik uang dari rekening 
atas nama Hendra Saputra tersebut; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut 
di atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh 
Terdakwa Hendra Saputra tersebut telah memperkaya orang lain 
dan korporasi, yaitu saksi Riefan Avrian dan PT.Imaji Media, 
sehingga unsur ke-3 telah terpenuhi; 
Ad. 4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian 
Negara. 
Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan elemen ini, 
tindak pidana korupsi adalah merupakan delik formil, artinya dari 
kata ’dapat’ dipahami akibat kerugian negara tidak perlu sudah 
terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan 
negara perbuatannya sudah selesai dan sempurna dilakukan, hal 
demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 
K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : ”bahwa 
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jumlah kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa tidak perlu 
pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya 
kerugian negara”; 
Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan 
”merugikan” adalah sama artinya menjadi rugi atau berkurang, 
sehingga yang dimaksud merugikan keuangan negara samalah 
artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau 
berkurangnya keuangan negara, sedangkan pengertian keuangan 
negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 
1999 disebutkan bahwa ”keuangan negara adalah seluruh 
kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak 
dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara 
dan segala kewajiban yang timbul karena; 
a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan 
pertangungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat 
pusat maupun daerah; 
b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan 
pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan 
Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum dan 
perusahaan yang menyertakan modal negara, atau 
perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga 
berdasarkan perjanjian dengan negara”; 
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Menimbang, bahwa untuk arti merugikan perekonomian negara 
adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi merugi 
atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Yang 
dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana didalam 
Penjelasan Umum Undang- undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan 
”Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang 
disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan 
ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada 
kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun didaerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan 
kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap 
di persidangan adalah sebagai berikut : berdasarkan hasil audit 
BPKP, jumlah kerugian Negara terkait dengan pengadaan 
videotron pada tahun 2012 adalah sebesar Rp.4.780.298.934,- 
(empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus Sembilan 
puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dengan 
rincian pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu: 
1. Pekerjaan persiapan dan pekerjaan konstruksi berdasarkan 
hasil pemeriksaan LPJK sebesar Rp.1.286.842.934,- (satu 
milyar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat 
puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah); 
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2. Pekerjaan pemasangan sambungan listrik PLN ke LED 
Display Videotron sebanyak 2 paket sebesar 
Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah); 
3. Biaya pengiriman dan pemasangan genset karena pekerjaan 
pengadaan genset on set sudah termasuk ongkos kirim dan 
biaya pemasangan sebesar Rp.1.593.456.000,- (satu milyar 
lima ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh 
enam juta rupiah); 
4. Biaya sewa gudang penyimpanan modul videotron dan biaya 
sewa gudang penyimpanan genset sebesar Rp.700.000.000,- 
(tujuh ratus juta rupiah); 
- Bahwa jumlah kerugian tersebut belum termasuk 
perhitungan kerugian pengadaan 2 (dua) unit videotron 
yang belum dihitung; 
- Bahwa sesuai dengan audit BPK RI, PT. Imaji Media 
telah mengembalikan uang ke kas Negara sebesar 
Rp.2.695.958.491.90,- (dua milyar enam ratus sembilan 
puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu 
empat ratus Sembilan puluh satu rupiah Sembilan puluh 
sen); 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah 
dipertimbangkan di atas maka telah terbukti adanya kerugian 
Negara sehingga unsur ke-4 telah terpenuhi; 
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Terhadap unsur Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: 
Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 
jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi adalah mengenai pidana tambahan yang dapat dikenakan 
terhadap Terdakwa yang antara lain berupa a. perampasan barang 
bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud ….dan 
seterusnya b. pembayaran uang pengganti …. Dan seterusnya, c. 
penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling 
lama 1 (satu) tahun, dan d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-
hak tertentu …dan seterusnya;  
Menimbang, bahwa di depan persidangan tidak ada satu alat 
buktipun yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah 
memperolehmenikmati barang sesuatu baik berupa benda maupun 
sejumlah uang dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, sedangkan 
uang sejumlah Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang 
telah diterima oleh Terdakwa dan para saksi yang lain dengan 
jumlah yang bervariasi, adalah bonus yang diberikan oleh saksi 
Riefan Avrian sebagai pemilik PT.Rifuel yang lazim diterima oleh 
karyawan perusahaan atas keuntungan perusahaan tersebut; 
Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim 
berpendapat bahwa adalah tidak tepat menerapkan ketentuan 
Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang 
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut kepada Terdakwa 
karena tidak ada bukti dipersidangan bahwa Terdakwa secara riil 
menerima/menikmati barang atau uang dari hasil tindak pidana 
korupsi yang dilakukannya; 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
membuktikan keketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 
Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur 
bahwa “Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat 
dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau 
turut melakukan perbuatan itu”. Jadi dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP ini dapat dibedakan : 
1. Orang yang melakukan 
2. Orang yang menyuruh melakukan 
3. Orang yang turut melakukan 
Menimbang, bahwa bentuk perbuatan yang diatur dalam Pasal 
55 ayat (1) ke-1 KUHP antara lain disebut sebagai pembuat tindak 
pidana adalah mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh 
dan mereka yang turut serta melakukan, tetapi dalam praktek 
peradilan tidak selalu mudah untuk menentukan bentuk perbuatan 
pelaku, apakah orang itu melakukan, menyuruh lakukan, atau turut 
melakukan; 
Menimbang, bahwa menurut pendapat Adami Chazawi yang 
menguraikan dalam bukunya bahwa kerjasama yang diinsyafi 
adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu kesamaan kehendak 
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antara beberapa orang (Pembuat peserta dengan pembuat 
pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama 
dan kerjasama yang di insyafi tidak perlu berupa permufakatan 
yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi 
sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa 
antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya 
terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya 
perbuatan (Drs. Adam Chazawi, SH, Pelajaran Hukum Pidana 
Bagian III, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.101); 
Menimbang, bahwa masalah penyertaan (deelneming) ini telah 
dibahas oleh Drs.P.A.F.Lamintang, SH dalam bukunya “Dasar-
dasar Hukum Pidana Indonesia” halaman 503-608 menguraikan 
bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagai ajaran 
“deelneming” yang terdapat pada suatu strafbaarfeit atau delict, 
apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih 
dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah 
“hubungan” tiap peserta itu terhadap delik, Karena hubungan ini 
adalah bermacam-macam, hubungan ini berbentuk: 
a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik; 
b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak 
dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak 
dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain 
untuk melakukan delik tersebut; 
106 
 
c. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang 
melakukan delik, sedang orang lain membantu orang itu 
dalam melaksanakan delik.; 
Menimbang, bahwa dalam uraian Dakwaannya Penuntut Umum 
telah mendakwa Terdakwa Hendra Saputra melakukakan tindak 
pidana baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan 
saksi Riefan Avrian selaku Direktur Utama PT Rifuel; 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu 
saksi Riefan Avrian, Saksi Sarah Salamah, saksi Kristi dan Saksi 
Ahmad Kamaludin, serta saksi Andre Risakota diperoleh fakta 
hukum bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu sejak 
menanda-tangani Akta Pendirian PT. Imaji Media, sampai dengan 
mengikuti proses pengadaan barang dan jasa Videotron di 
Kementrian Koperasi dan UKM serta menerima pembayaran atas 
proyek tersebut dilakukan atas perintah dari saksi Riefan Avrian 
melalui saksi Sarah Salamah dan pada saat ini saksi Riefan Avrian 
telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara pengadaan 
Videotron di Kementrian Koperasi dan UKM tersebut, sehingga 
Majelis Hakim berpendapat bahwa yang mempunyai kehendak dan 
merencanakan delik adalah saksi Riefan Avrian, akan tetapi delik 
tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain 
dalam hal ini Terdakwa Hendra Saputra untuk melakukan delik 
berupa tindak pidana korupsi tersebut; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut 
di atas maka unsur bersama-sama telah terpenuhi sehingga Pasal 
55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
dalam perkara ini telah terbukti; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
hukum di atas, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primair 
telah terpenuhi maka Terdakwa Hendra Saputra telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan 
Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana 
didakwakan dalam Dakwaan Primair Surat Dakwaan Penuntut 
Umum a quo, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan 
denda yang akan disebutkan dalam amar putusan dan jika 
Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan 
pidana kurungan; 
Menimbang bahwa mengenai nota pembelaan yang diajukan 
oleh Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang 
pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan 
tindak Pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap 
pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa oleh 
karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair 
yang telah diuraikan di atas, maka pembelaan dari Tim Penasihat 
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Hukum Terdakwa tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk 
dipertimbangkan dan harus ditolak; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum 
sebagaimana diuraikan di atas maka Dakwaan Primair telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan serta di persidangan tidak 
ditemukan hal-hal yang bisa dijadikan sebagai alasan pemaaf 
maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan 
hukum dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa; 
Menimbang, bahwa Hakim Anggota II (Sofialdi, SH/Hakim 
Adhoc), telah mengemukakan pendapat yang berbeda (dissenting 
opinion) sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa terhadap putusan Ketua Majelis dan Hakim 
Anggota I yang menyatakan Terdakwa Hendra Saputra telah 
terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan 
primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 
1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 
Tahun 2001, maka sesuai pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 
tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi sebagai 
berikut : 
“Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai 




Menimbang, bahwa dengan didasarkan ketentuan perundang-
undangan tersebut, maka Hakim Anggota II berbeda pendapat 
dalam putusan perkara aquo. 
Menimbang, bahwa pendapat berbeda/dissenting opinion 
dalam perkara atas nama Terdakwa Hendra Saputra adalah 
sebagai berikut : 
Menimbang, bahwa dakwaan primair unsur-unsurnya terdiri 
dari: 
1. Setiap orang 
2. Secara melawan hukum 
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara. 
Ad. 1 Unsur Setiap Orang 
Terkait dengan pertimbangan hukum setiap orang Hakim 
Anggota II sependapat dengan pertimbangan Ketua Majelis dan 
Hakim Anggota I, maka dengan demikian unsur setiap orang telah 
terpenuhi. 
Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum 
Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 
sebagaiaman telah diubah dnegan Undang-Undang No. 20 Tahun 
2001 telah menggariskan bahwa pengertian melawan hukum 
adalah dalam pengertian formil maupunmateriil, hal mana 




Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi 
penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang 
semakin rumit dan canggih, maka tindak pidana yang diatur dalam 
Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. 
Kemudian penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyatakan : bahwa 
yang dimaksud secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup 
perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil yaitu 
meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-
undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, 
karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma 
kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat 
dipidana. 
Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Mahkamah 
Konsitusi Republik Indonesia didalam putusannya No. 003/PUU-
IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan sepanjang frasa 
pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materiil tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar 1945. 
Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang dimaksud 
diatas adalah sebatas pengertian melawan hukum dalam arti formil 
yang pengertiannya suatu perbuatan dikategorikan sebagai 
perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur 
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sebelumnya dalam suatu perundang-undangan (Azas Legalitas) 
dan ketentuan tersebut haruslah tertulis, harus jelas, ketentuan ini 
tidak bileh ditafsirkan secara analogi atau ditafsirkan secara sempit, 
sehingga pada akhirnya menimbulkan ketidak pastian hukum. 
Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum tersebut 
diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di 
persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan 
keterangan Terdakwa serta barang bukti serta buktu surat, maka 
diperoleh fakta hukum sebagai berikut: 
 Bahwa Terdakwa Hendra Saputra adalah Dirut PT Imaji 
Media. 
 Bahwa berdasarkan pengumuman pemenang lelang No. 
1753/ PUM/ULP/ SM/ X/ 2001 tanggal 8 Oktober 2012 telah 
ditetapkan PT Imaji Media sebagai pemenang lelang 
pengadaan Videotron di Kementrian UKM dan Koperasi 
Tahun Anggaran 2012. 
 Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 Terdakwa 
menandatangani kontrak/SPK No. 617/Kont/SM.3/X/2012 
dengan Ir. Hasnawi Bahtiar, MM selaku PPK (Pejabat 
Pembuat Komitmen). 
 Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan / pemenuhan kontrak 
terdakwa atas perintah Saksi Riefan Avrian (Dirut PT Rifuel) 
terdakwa menjaminkan proyek dengan mengajukan kredit ke 
BRI KCP Dutamas Fatmawati senilai Rp. 7.890.000.000 
(tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah). 
 Bahwa Terdakwa membuka rekening giro dan rekening 
escrow No. 0525 01 000159-30-6 atas nama Hendra 
Saputra.  
 Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Videotron, 
tidak melaksanakan pekerjaan sama sekali. Namun di 




 Bahwa atas pekerjaan tersebut berdasarkan audit reguler 
oleh BPK RI diperoleh temuan hasil pekerjaan tidak sesuai 
kontrak yaitu antara lain : 
1. Hanya terpasang 1 (satu) unit LED Videotron ukuran 8 x 
32 M dari seharusnya dipasang 2 (dua) Unit dengan 
ukuran 8 x 16 M per unit. 
2. Generator set dengan kapasitas 350 KUA seharga 500 
KVA. 
3. Pemasangan sambungan listrik yang tidak dikerjakan 
karena sudah menyatu dengan sambungan PLN yang 
ada di gedung SMESCO. 
4. Tangki Bahan bakar yang seharusnya 600 liter dalam 
pelaksanaan menjadi 500 liter. 
5. Tidak adanya ruang khusus menyimpan genset. 
 Bahwa dalam pekerjaan tidak ada perjanjian kemitraan 
antara Terdakwa selaku penandatangan kontrak dengan 
seksi Riefan Avrian. 
 Bahwa adanya pekerjaan tambah kurang tidak dituangkan 
kedalam addendum kontrak. 
 Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2012 telah 
menerima pembayaran uang muka dari PPK berdasarkan 
SPPD atau (SP2D) No. 196895 A/019/100 sebesar Rp. 
4.682.000.000 yang masuk ke rekening PT Imaji Media. 
 Bahwa uang yang masuk ke PT Imaji Media seluruhnya atas 
kendali Saksi Riefan Avrian. 
 Bahwa Terdakwa terungkap di persidangan perkara aquo 
adalah sebagai office boy merangkap supir pribadi Dirut PT 
Rifuel. 
 Bahwa saksi Riefan Avrian adalah Dirut PT Rifuel sekaligus 
atas terdakwa. 
 Bahwa walaupun telah diangkat menjadi Dirut PT Imaji 
Media gaji yang Terdakwa terima tetap sebesar Rp. 
1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan 
tetap melaksanakan tugas sehari-hari sebagai office boy dan 
cleaning servis di PT. Rifuel. 
 Bahwa setelah dimulainya penyidikan kasus Videotron 
terdakwa diperintahkan melarikan diri ke Samarinda 
Kalimantan Timur atas saran rekan Terdakwa sesama 
karyawan di PT Rifuel yaitu saksi Kristi dan Saksi Kaim atas 
biaya Riefan Avrian. 
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Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas 
dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Hendra Saputra mulai dari 
pengangkatan menjadi Direktur Utama PT Imaji Media sampai 
kepada pemenangan PT Imaji Media sebagai pelaksana Projek 
Pengadaan Videotron, telah diatur sedemikian rupa oleh Saksi 
Riefan Avrian dan keterlibatan Terdakwa hanya sepanjang 
penandatanganan dokumen dan kontrak pekerjaan berlaku, 
sehingga tidak ada ketentuan Undang-Undang terkait 
penandatanganan dokumen-dokumen adalah terlarang atau 
bertentangan dengan peraturan tertulis lainnya. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut 
menurut Hakim Anggota II, Unsur melawan hukum yang dilakukan 
oleh Terdakwa tidak terpenuhi dan tidak terbukti. 
Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum tidak 
terbukti, maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, 
sehingga dengan tidak terbuktinya unsur ke 2 secara melawan 
hukum maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair 
tersebut. 
Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota II akan 
mempertimbangkan dakwaan subsidair. Menimbang, bahwa dalam 
dakwaan subsidair terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 3 
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 
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dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya 
sebagai berikut : 
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 
keuangan Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 
50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) atau paling banyak Rp. 
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 
Yang unsur-unsurnya : 
1. Setiap orang 
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi. 
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang 
ada padanya karena jabatan atau kedudukan. 
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara. 
 
Ad 1. Setiap Orang 
Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah 
dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka untuk selanjutnya 
segala pertimbangan unsur ini diambil alih menjadi pertimbangan 
unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair. 
Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 
3 dipersyaratkan adanya suatu jabatan atau kedudukan, yang 
dengan jabatan tersebut Terdakwa diberi kewenangan. 
Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Direktur PT Imaji Media 
diangkat berdasarkan akta Notaris No. 2 tanggal 2 Februari 2012. 
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, 
maka unsur setiap orang terpenuhi. 
Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau 
Orang Lain Atau Suatu Korporasi. 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan 
sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang 
diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan 
lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian 
yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan 
mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi, di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang 
terdapat dalam Pasal 3 ini, unsur menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. 
Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah 
Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 No. 
813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa 
mengungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup 
dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan 
perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya 
karena jabatan atau kedudukan. 
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di 
persidangan diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut : 
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 Bahwa berdasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 
440/BA PF/PBJ/SM/X/2012. 
 Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan penerimaan 
Barang selanjutnya bagian Keuangan mengajukan Surat 
Pemenuhan Pembayaran Tagihan Tahap ke2 kepada PPK. 
 Bahwa setelah diproses oleh pihak keuangan proyek maka 
tagihan dibayarkan dengan cara di setorkan langsung ke 
rekening Nomor : 0525 01000 159 30-6 atas nama Terdakwa 
Hendra Saputra selaku Direktur PT Imaji Media dengan 
SP2D No. 225554A/019/110/Tanggal 12 Desember 2012 
sebesar Rp. 18.728.000.000 (delapan belas milyar tujuah 
ratus dua puluh delapan juta rupiah). 
 Bahwa setelah PT Imaji Media menerima pembayaran tahap 
dua tersebut, saksi Riefan Avrian dengan menggunakan 
surat kuasa yang telah diberikan oleh Hendra Saputra 
selanjutnya memberikan sebagai bonus sejumlah uang 
kepada : 
Sarah Salamah   Rp. 200.000.000,- 
• Andre Risakota   Rp. 50.000.000,- 
• Kaim    Rp. 19.000.000,- 
• Kristi    Rp. 19.000.000,- 
• Ika Diahningsih   Rp. 19.000.000,- 
• Barli Sadewa   Rp. 19.000.000,- 
• Ahmad Kamaludin  Rp. 19.000.00,- 
• Hendra Saputra  Rp. 19.000.000,- 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana 
terurai diatas dari pencairan pelunasan proyek pengadaan 
videotron Tahun Anggaran 2012 terdakwa selaku Direktur Utama 
PT Imaji Media telah memperoleh keuntungan Rp. 19.000.000,- 
dan telah menguntungkan orang lain yaitu Riefan Avrian selaku 
Direktur Utama PT Rifuel dan Sarah Salamah, Andre Risakota, 
Kaim, Kristi, Ika Diahningsih, Barli Sadewa, Ahmad Kamaludin. 
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Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, 
maka unsur menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang 
lain telah terpenuhi. 
Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. 
Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan adalah mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, 
artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan 
dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa 
karena jabatan atau kedudukannya. 
Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena 
jabatan atau kedudukan, kewenangan berarti kekuasaan/hak, jadi 
yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada 
pada pelaku misalnya, untuk menguntungkan anak, saudara, atau 
kroni sendiri. (Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal. 34). 
Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena 
jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara 
keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan 
atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan 
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akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana 
yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau 
kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana 
akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena 
jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya(Adami 
Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, 
Bayumedia Publishing, Malang 2005, hal. 53). 
Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur tersebut di 
atas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, 
dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai 
berikut : 
 Bahwa Terdakwa Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT 
Imaji Media yang dalam proses pelelangan pengadaan 
Videotron pada Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 
Anggaran 2012 ditetapkan sebagai pemenang / pelaksana 
proyek. 
 Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 telah dilakukan 
penandatanganan kontrak / Surat Perjanjian Kerja No. 
617/Kont.SM.3/X/2012 antara Ir. Hasnawi Bachtiar, MM 
selaku Pejabat pembuat Komitmen dan Terdakwa Selaku 
Direktur PT Imaji Media sebagai Pihak Penyedia. 
 Bahwa dalam kontrak tersebut telah diatur tugas dan 
kewajiban masing-masing pihak. 
1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan 
sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam 
kontrak. 
2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan 
prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan 
pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. 




4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai 
dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah 
ditetapkan dalam kontrak. 
5. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal 
penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam 
kontrak. 
Menimbang, bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan 
pengadaan Videotron tersebut Terdakwa selaku Direktur Utama PT 
Imaji Media tidak melakukan pekerjaan sebagaimana disepakati 
didalam kontrak, akan tetapi pekerjaan tersebut diserahkan 
seluruhnya dan dikerjakan oleh Riefan Avrian selaku Direktur 
Utama PT Rifuel. 
Menimbang, bahwa dari fakta lain yang terungkap 
dipersidangan Terdakwa telah menandatangani Surat Kuasa 
Mutlak yang dibuat oleh Riefan Avrian yang berisi segala 
pengurusan tentang keuangan PT Imaji Media terkait pengadaan 
Videotron diserahkan kepada Riefan Avrian.  
Menimbang, bahwa dari pencairan terhadap uang muka 
tanggal 3 November 2012 telah diterima uang sejumlah Rp 
4.682.000.000,- (empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta 
rupiah) dan selanjutnya telah dilakukan pula pembayaran 
sepenuhnya terhadap pekerjaan Videotron pada tanggal 17 
Desember 2012 sejumlah Rp. 18.728.000.000,- dari pembayaran 
uang muka maupun pelunasan / pembayaran tahap akhir 
keseluruhannya dengan Surat Kuasa yang diterima oleh Riefan 
Avrian ternyata telah dicairkan seluruhnya oleh yang bersangkutan. 
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Menimbang, bahwa setelah seluruh pekerjaan pengadaan 
diserah terimakan pada tanggal 17 Desember 2012, kemudian 
pada bulan Februari 2013 sampai dengan Mei 2013 Badan 
Pemeriksaan Keuangan Repulik Indonesia (BPK RI) telah 
melakukan pemeriksaan rutin dan melakukan audit terhadap 
pengadaan tersebut dengan hasil temuan adanya kelebihan 
pembayaran yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebesar 
Rp.2.695.958.491,90,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh lima 
juta empat ratus sembilan puluh satur ribu rupiah koma sembilan 
puluh sen). Yaitu terdiri dari : 
1. Sewa gudang penyimpanan Videoron. 
2. Pengadaan tangki Bahan Bakar Kapasitas 6000 liter 
3. Biaya pengadaan dan biaya pengiriman genset. 
Menimbang, bahwa terhadap temuan tersebut BPK telah 
menagih pada PT Imaji Media, bahwa PT Imaji Media telah 
melakukan penyetoran lebih bayar tersebut dengan Surat Setoran 
Bukan Pajak (SSBP) ke kas negara. 
Menimbang, bahwa dari fakta lain telah terungkap di 
persidangan perkara ini Terdakwa Hendra Saputra dianjurkan 
melarikan diri ke SamarindaKalimantan Timur guna menghindari 
proses hukum yang dilakukan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi, 
selama di Samarinda Terdakwa menumpang dan bekerja di rumah 
Ikhlas Hasan selama 7 (tujuh) bulan yang merupakan paman dari 
Saksi Rifan Avrian. 
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Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta lain 
dari keterangan Saksi Pendi bahwa Saksi telah membeli PT Imaji 
Media pada Saksi Riefan Avrian dan untuk pengambilan alihan PT 
Imaji Media saksi telah mengeluarkan uang sebanyak Rp. 
100.000.000,- (seratus juta rupuah) dan ketika ditanyakan 
keberadaan direktur dan komisaris PT Imaji Media oleh Saksi Pendi 
kepada Riefan Avrian dijawab oleh Riefan Avrian tidak ada 
masalah.  
Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat 
disimpulkan bahwa Direktur Utama PT. Rifuel dalam hal ini Saksi 
Riefan Avrian telah memanfaatkan karyawannya yang bernama 
Hendra Saputra unrtuk mnerealisasikan keinginannya untuk 
mendapatkan proyek aquo sudah dipersiapkan sejak jauh hari. 
Menimbang, bahwa Terdakwa Hendra Saputra hanya 
berpendidikan sampai kelas 3 Sekolah Dasar / tidak tamat. 
Menimbang, bahwa di depan persidangan perkara aquo Saksi 
Riefan Avrian telah mengakui perbuatannya dan siap bertanggung 
jawab sepenuhnya dalam pengadaan Videotron yang menjadi 
kasus sampai kepersidangan perkara ini. 
Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian fakta hukum 
sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka menurut Hakim 
Anggota II unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 
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sarana yang ada pada Terdakwa Hendra Saputra tidaklah 
terpenuhi dan terbukti. 
Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur ketiga 
dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, maka 
Terdakwa Hendra Saputra haruslah dibebaskan dari dakwaan 
subsidair. 
Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan primair 
maupun dakwaan subsidair, maka Terdakwa Hendra Saputra 
haruslah dibebaskan dari dakwaan primer dan dakwaan subsidair 
tersebut. 
Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai Pasal 191 ayat (1) 
KUHAP Terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari seluruh 
dakwaan (vrijs praak). 
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat 
(3) KUHAP Terdakwa Hendra Saputra segera dikeluarkan dari 
tahanan. 
Menimbang, bahwa oleh karena dua orang Hakim berpendapat 
terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum 
dalam dakwaan primair, sedangkan satu orang Hakim berpendapar 
bebas (vrijs praak), maka berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang 
Undang R.I No 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman 
maka pendapat yang digunakan ialah pendapat 2 orang hakim 
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(suara terbanyak) sehingga, Terdakwa harus dipersalahkan 
melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam 
dakwaan primair; 
Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa 
Hendra Saputra dimaksudkan pula sebagai pembelajaran bagi 
orang lain yang berposisi rentan untuk dijadikan alat bagi pihak 
yang mempunyai kekuasaan, agar berani menolak perbuatan-
perbuatan melanggar hukum yang diperintahkan oleh 
pimpinan/pihak yang lebih kuat. Demikian pula pembelajaran bagi 
pihak yang memperalat orang-orang yang disadari tidak 
mempunyai kemampuan intelektual yang cukup untuk melakukan 
perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum tersebut, 
namun ternyata di persidangan mampu mengungkap fakta hukum 
sehingga pimpinannya tersebut harus pula mempertanggung-
jawabkan perbuatannya dan akan berhadapan dengan hukum di 
persidangan Tipikor;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam 
tahanan, maka pidana yang akan dijatuhkan dikurangi seluruhnya 
dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaninya dan 
Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan; 
Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sebagaimana 
diatur dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa 
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dinyatakan bersalah maka dibebani pula untuk membayar biaya 
perkara; 
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti nomor 1 berupa 
Asli 1 (satu) jilid / bundel dokumen Penawaran PT. Imaji Media 
Pekerjaan Pengadaan Video- tron Tahun Anggaran 2012 Nomor 
026/L-IMJ/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan nomor 
34 berupa SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) senilai Rp. 
44.412.800 tanggal 09 Juli 2013 oleh karena masih diperlukan 
sebagai barang bukti dalam perkara Riefan Avrian maka 
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti 
dalam perkara Riefan Avrian; 
Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang 
No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 
Undang-undang No.31 Tahun 1999 mengatur tentang ancaman 
pidana minimum yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) 
tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta 
rupiah); 
Menimbang, bahwa khusus untuk Terdakwa Hendra Saputra 
yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) 
Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 
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tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 
2 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No.20 
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 
1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, namun Majelis Hakim akan 
menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan 
menyimpangi ketentuan minimum Pasal 2 ayat (1), dengan 
pertimbangan bahwa Terdakwa Hendra Saputra sebenarnya 
adalah alat yang digunakan oleh saksi Riefan Avrian dalam 
memenuhi niatnya untuk mengikuti dan memenangkan pekerjaan 
pengadaan Videotron pada Gedung Kementrian Koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah RI tahun 2012, sehingga Terdakwa Hendra 
Saputra adalah korban atas rekayasa yang diskenariokan oleh 
saksi Riefan Avrian, namun demikian meskipun Terdakwa adalah 
alat/korban dari saksi Riefan Avrian akan tetapi karena Terdakwa 
adalah subjek hukum yang mampu bertanggung-jawab secara 
hukum atas perbuatan yang dilakukannya secara sadar, tanpa ada 
paksaan serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang 
dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban hukum 
maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana; 
Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 2 
ayat (1) Undang-Undang Tipikor juga untuk memperhatikan rasa 
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keadilan bagi Terdakwa atas besarnya peran Terdakwa dalam 
tindak pidana Aquo; 
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap 
Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan 
yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; 
Keadaan yang memberatkan: 
- Terdakwa bertindak ceroboh dengan bersedia melakukan 
pekerjaan yang bukan menjadi tugasnya hanya dengan 
alasan takut kehilangan pekerjaan; 
Keadaan yang meringankan: 
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum; 
- Terdakwa bersikap lugu dan memberi keterangan dengan 
lugas sehingga mempermudah pengungkapan kasus a quo; 
- Keterbatasan pendidikan membuat Terdakwa mudah 
diperdaya oleh orang. 
Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-
undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 





2. Analisis Penulis 
Putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang 
didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang 
terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan 
hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan 
internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional 
kepada publik. Putusan yang diberikan oleh hakim harus 
memberikan rasa keadilan dan kepastian serta kemanfaatan bagi 
semua pihak. 
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 
36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. telah menyimpangi ketentuan 
dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentag Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan minimum khusus yang terdapat 
dalam undang-undang tersebut telah mengatur mengenai batasan 
minimum dalam menjatuhkan pidana. Seperti dalam Pasal 2 UU 
No. 31/1999 yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap Hendra Setiawan, bahwa minimal pidana penjara 
yang diatur adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun. 
Namun oleh majelis hakim diberikan putusan pidana penjara 
selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.  
Undang-undang memberikan kebebasan terhadap Hakim 
dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman yaitu minimal atau 
maksimal sesuai dengan Pasal 12 KUHP, bahwa: 
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(1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu 
tertentu. 
(2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu 
hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. 
(3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 
dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang 
pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana 
seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, 
atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara 
selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima 
belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena 
perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52. 
Praktek peradilan sendiri mengenai penerapan sanksi pidanadi 
bawah ancaman minimum khusus oleh hakim dalam tindak pidana 
korupsi baik ditingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri, 
Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sendiri terdapat dua 
pendapat yang ada, yaitu:59 
1. Hakim yang menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi 
sesuaidengan aturan minimum khusus yang ada dalam undang-
undang; 
2. Hakim yang menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi di 
bawahaturan minimum khusus yang ada dalam undang-undang. 
                                                          
59 Gress Gustia Adrian Pah dkk, 2014, Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Oleh 
Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi(Putusan Nomor : 2031 K/Pid.Sus/2011), e-




Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa terdapat perbedaan 
pendapat dalam hal penjatuhan pidana di bawah ketentuan 
minimum yang di atur undang-undang. Chairul Huda60 menganggap 
hakim dapat membuat terobosan dengan menyimpangi ketentuan 
pidana minimal empat tahun penjara dalam Pasal 2 ayat (1) UU 
Tipikor. Ia berpendapat, hakim dapat mengabaikan kepastian 
hukum demi rasa keadilan. Dalam memberikan putusan, hakim 
terikat untuk menjatuhkan pidana antara pidana minimal dan 
maksimal. Namun, hakim dapat mengabaikan jika hukuman pidana 
minimal masih dirasa terlalu berat. Secara teoritis, hakim harus 
sebisa mungkin menyelaraskan antara kepastian hukum dan 
keadilan. Akan tetapi, ada kalanya kepastian hukum dan keadilan 
tidak dapat dipertemukan. Apabila keduanya tidak dapat 
dipertemukan, hakim dapat mengambil sikap untuk mengutamakan 
keadilan di atas kepastian hukum. 
Satjipto Rahrjo61 menggambarkan bahwa tidaklah haram bagi 
hakim untuk menyimpangi undang-undang jika keadilan dapat 
diperoleh dengan menyimpangi undang-undang tersebut dan justru 
ketidakadilan akan muncul jika ketentuan dalam aturan perundang-
undangan tersebut diterapkan. Berdasarkan hal tersebut, maka 
inilah yang menjadi faktor yang membuat hakim Pengadilan Negeri 
                                                          
60 HukumOnline.com, 2014, Pro Kontra Putusan Videotron, Terobosan atau 
Kekeliruan?, diakses dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54043284bf38a/pro-
kontra-putusan-videotron--terobosan-atau-kekeliruan.  
61 Darmoko Yuti Witanto dan arya Putra Negara Kutawaringin, Op. Cit., hlm. 123. 
130 
 
Jakarta Pusat menjatuhkan  putusan di bawah ketentuan minimum 
teradap Hendra Setiawan.  
Terlihat bahwa Hendra Setiawan hanya sebagai Office Boy di 
PT. Rifuel yang kemudian diangkat menjadi Direktur PT. Imaji 
Media oleh Riefan Avrian. Terdakwa menanda-tangani surat-
surat/dokumen-dokumen yang disodorkan kepadanya dengan 
alasan Terdakwa takut kehilangan pekerjaan, meskipun dengan 
keterbatasan pendidikan dan kecerdasannya.   
Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menjatuhkan pidana 
kepada Terdakwa tersebut dengan menyimpangi ketentuan 
minimum Pasal 2 ayat (1), dengan pertimbangan bahwa Terdakwa 
Hendra Saputra sebenarnya adalah alat yang digunakan oleh saksi 
Riefan Avrian dalam memenuhi niatnya untuk mengikuti dan 
memenangkan pekerjaan pengadaan Videotron pada Gedung 
Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI tahun 2012, 
sehingga Terdakwa Hendra Saputra adalah korban atas rekayasa 
yang diskenariokan oleh saksi Riefan Avrian, namun demikian 
meskipun Terdakwa adalah alat/korban dari saksi Riefan Avrian 
akan tetapi karena Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu 
bertanggung-jawab secara hukum atas perbuatan yang 
dilakukannya secara sadar, tanpa ada paksaan serta tidak ada 
alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan 
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Terdakwa dari pertanggung- awaban hukum maka Terdakwa 
haruslah dijatuhi pidana. 
Penulis sepakat dengan apa yang dilakukan oleh hakim dengan 
menghukum terdakwa meskipun mengabaikan ketentuan minimum 
dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) hakim dan 
hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami  nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.  
Penentuan ukuran pidana, hakim tidak hanya semata-mata 
menggunakan nalar dan akal sehatnya, namun juga memerlukan 
perenungan yang mendalam serta ketajaman hati nurani, dengan 
melihat nilai yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat. Karena 
tidak dapat dipungkiri bahwa ketentuan undang-undang tidak selalu 
dapat menyelesaikan permasalahan yang hadir dimasyarakat. 
Meskipun begitu terdapat pendapat yang menyatakan bahwa 
hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di luar ketentuan undang-
undang yang mengatur, sesuai asas legalitas yang diatur pada 
pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada 
undang-undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan undang-
undang.  
Kemudian berdasarkan asas minimal universal / minimum 
khusus yang merupakan penjatuhan hukuman terendah (minimal) 
yang bersifat umum (universal) yang berlaku bagi setiap perkara 
dengan jenis hukumannya masing-masing. Atas dasar asas 
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tersebut maka dijamin adanya kepastian hukum dalam penerapan 
jenis pidana dalam hukum pidana. Artinya dengan asas tersebut 
tentu “mengikat para Hakim pada batas minimal penghukuman” 
yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Atas 
dasar asas penghukuman tersebut artinya hakim tidak boleh 
menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimalyang 
telah ditentukan undang-undang. 
Namun penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan bagi 
seorang hakim harus disesuaikan dengan apa yang menjadi 
motivasi, peran dan akibat perbuatan si pelaku. Harus diketahui 
bahwa pengadilan bukanlah lebaga algojo alias lembaga 
penghukuman. Pengadilan apapun adalah “lembaga untuk 
memberi keadilan”. Tugas hakim bukan untuk menghukum dan 
menghukum, melainkan untuk membuat putusan yang seadil-
adilnya., yaitu: jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah, maka terdakwa harus dipidana dengan pidana yang juga 
harus proporsional sesuai berat ringan tindak pidanan yang 
dilakukannya.62 
Jika masuk kedalam otoritas penentuan nilai pemidanaan, 
maka kita akan berhadapan dengan beberapa faktor antara lain: 63 
- Faktor dampak kejahatan 
                                                          
62 Achmad Ali, Op. Cit., hlm. 494. 
63 Darmoko Yuti Witanto dan arya Putra Negara Kutawaringin, Op. Cit., hlm. 104. 
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Meskipun jenis tindak pidananya sama dan memilki banyak 
kemiripan namun tidak selalu dampak yang dialami oleh 
korban juga memilki kesamaan. Dalam kasus-kasus tertentu, 
kondisi yang dialami korban setelah tindak pidana itu 
dilakaukan dapat menjadi dasar pertimbangan yang 
menentukan ukuran pemidanaan, karena hakim akan 
menakar ukuran pidana itu dari dua sudut pandang secara 
seimbang yaitu dari sudut pandang korban sebagai orang 
yang menderita kerugian dari tindak pidana yang dilakukan 
oleh si pelaku dan dari sudut pandang si pelaku itu sendiri.  
- Faktor modus operandi kejahatan 
Masing-masing kejahatan memiliki dimensi yang berbeda 
tergantung modus, teknik dan cara kejahatan itu dilakukan. 
Tindak pidana yang dilakukan secara konvensional tentunya 
kan berbeda kadar penjatuhan pidananya dengan tindak 
pidana yang dilakukan secara terorganisir dan dengan 
bantuan alat-alat teknologi. Meskipun pasal yang diterapkan 
sama, namun karena dilakukan oleh sekelompok orang yang 
telah profesional dan terorganisir dengan modus kejahatan 
yang canggih, maka hal itu bisa menjadi bagian yang bisa 
digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih 
berat dari kejahatan yang sama, namun dilakukan secara 
konvensional dan tidak terorganisir. 
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- Faktor perilaku terdakwa di persidangan 
Hakim diberikan keleluasan untuk mengapresiasi segala 
perilaku terdakwa di persidangan sebagai bahan 
pertimbangan dalam menjatuhkan ukuran pidana. Meskipun 
hakim bebas dalam menilai semua perilaku terdakwa di 
persidangan, namun hakim dituntut tetap senantiasa 
profesional dalam menilai keadaan tersebut artinya tidak boleh 
unsur sentimen pribadi atau perasaan tidak senang 
mendominasi sikap batinnya. 
Seorang hakim dituntut untuk tetap profesional dalam 
menjalankan fungsi dan kewenangan mengadili terutama ketika ia 
sedang menentukan takaran pidana, karena ukuran pidana akan 
menjadi tolok ukur rasa keadilan bagi para pihak. Dalam 
menjatuhkan pidana selain berpedoman kepada peraturan 
perundang-undangan hakim juga diberi kebebasan untuk  
menentukan hukuman yang adil berdasarkan ukuran keadilan 
menurut hati nuraninya, takaran pidana bukan merupakan hasil 
analis yuridis, karena analis yuridis dalam suatu proses 
pertimbangan hukum akan berhenti pada saat menentukan 
seseorang bersalah atau tidak, sedangkan ketika seorang terdakwa 
telah terbukti bersalah, maka penjatuhan pidana akan dilakukan 







Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai 
skripsi yang penulis angkat dengan judul “Tinjauan Yuridis 
Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim di Bawah Ketentuan 
Minimum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus 
Putusan No. 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.), dapat diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan kausus posisi yang terjadi terhadap terdakwa, 
maka Penuntut Umum mengajukan dakwaan primair bahwa 
perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 
55 ayat (1) ke-1 KUHP kemudian dalam dakwaan subsidiair 
bahwa perbuatan terdakwa melanggar aturan sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) 
huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 
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20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 
31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. 
Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Penuntut Umum 
kemudian menuntut majelis hakim untuk menyatakan Terdakwa 
Hendra Saputra terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam dakwaan Subsidair: Pasal 3 jo. Pasal 18 Pasal 18 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Serta 
menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 
selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama 
terdakwa menjalani penahanan dengan perintah supaya 
terdakwa tetap ditahan di Rutan.dan pidana denda sebesar Rp 
50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan 
kurungan. 
2. Majelis Hakim Pengdilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili 
kasus terdakwa menjatuhkan putusan menjatuhkan pidana 
kepada Terdakwa tersebut dengan menyimpangi ketentuan 
minimum Pasal 2 ayat (1), dengan pertimbangan bahwa 
Terdakwa Hendra Saputra sebenarnya adalah alat yang 
digunakan oleh saksi Riefan Avrian dalam memenuhi niatnya 
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untuk mengikuti dan memenangkan pekerjaan pengadaan 
Videotron pada Gedung Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah RI tahun 2012, sehingga Terdakwa Hendra Saputra 
adalah korban atas rekayasa yang diskenariokan oleh saksi 
Riefan Avrian. 
Menurut penulis hal tersebut dapat saja dilakukan jika keadilan 
dapat diperoleh dengan menyimpangi undang-undang tersebut 
dan justru ketidakadilan akan muncul jika ketentuan dalam 
aturan perundang-undangan tersebut diterapkan. 
B. Saran 
1. Hakim dengan kebebasannya, memegang peranan penting 
dalam menjatuhkan putusan pemidanaan khususnya dalam 
perkara tindak korupsi. Sehingga hakim harus cermat dalam 
menjatukan suatu putusan, dengan berdasarkan ketentuan yang 
ada serta melihat fakta-fakta yang ada dipersidangan. Selain itu 
hakim juga harus melihat nilai-nilai yang tumbuh dan 
berkembang dimasyarakat agar putusan yang ambil adalah 
putusan yang mampu memberikan rasa keadilan bagi setiap 
pihak. 
2. Ketentuan minimum khusus yang ada dalam undang-undang 
perlu menjadi pertimbangan bagi setiap pihak dalam 
memberikan hukuman. Meskipun di satu sisi hal tersebut 
menjadi perdebatan ketika diperadapkan pada suatu kaus 
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tertentu. Bahwa terkadang dalam kasus tertentu hukuman 
minimal yang ada masih terlalu berat bagi seseorang karena 
harus pula diperhatikan apa motivasi dari pelaku serta 
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